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f

§ BUPATI PACITAN,
bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan
kegiatan APBD khususnya terkait pengadaan barang dan jasa
di Kabupaten Pacitan agar dapat dilaksanakan secara
berkesinambungan, efektif dan efisien sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu

adanya Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Kabupaten Pacitan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dnnaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kabupaten Pacitan Tahim 20185,

. Undéng-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a
Nomor 3833);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Pcrundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); -

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ,

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589) ; '

. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang -

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3955);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah scbagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12, Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2006 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 25);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2009 Nomor 9).
i

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN
PACITAN TAHUN 2018S.

‘-r BAB I
_ KETENTUAN UMUM
Pasal 1

L

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.

3. Bupati adalah Bupati Pacitan.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan yang menggunakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan.
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S. Pengguna Anggaran selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran SKPD.

6. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang
ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD.

7. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan
Barang dan/atau Jasa milik Daerah di masing-masing SKPD.

8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang
memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh
PA/KPA yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa,
kecuali PA/KPA yang bertugas sebagai PPK.

9. Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pacitan selanjutnya disebut ULP adalah
unit organisasi pemerintah yang dibentuk oleh Bupati, berfungsi
melaksanakan pengadaan barang / jasa.

10. Kelompok Kezja Unit Layanan Pengadaan sclanjutnya disebut Pokja ULP adalah
tim yang ditetapkan oleh kepala ULP, dan terdiri dari pegawai negeri
bersertifikat keahlian pengadaan barangfjasa pemerintah yang bertugas
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

11. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan
Barang/Jasa yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan
Langsung dl SKPD.

12. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/ pe_]abat yang
ditetapkan oleh PA/ KPA yang bertugas mcmeriksa dan mcnerima hasil
pekerjaan.

13. Aparat Pengawas Intcrn Pemerintah atau pengawas intern pada institusi yang
selanjutnya disingkat' APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui
audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang dalam hal ini menjadi
kewenangan Inspektorat Kabupaten Pacitan,

14. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh
SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai
diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

15.Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pacitan yang selanjutnya
disebut LPSE adalah unit keijja yang dibentuk oleh Bupati untuk
menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik
di Kabupaten Pacitan.

16. Pengadaan secara ;elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan
Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan

- transaksi elektronik | melalui LPSE sesuai dengan ketentuan Peraturan
perundang-undangan:

17. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

18. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dlpakal,
dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

19. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan
pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

20.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhka keahlian
tertentu di berbagal bldang keilmuan yang mcngutamakan adanya olah pikir
(brainware).

21.Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang
mcngutamakan ketrampilan fskillware) dalam suatu sistem tata kelola yang
telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau
segala pekerjaan danfatau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi,
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang.
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22. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan,

dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD sebagai penanggung jawab
. anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

23. Pakta Integritas adalah surat pemyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan
tidak melakukan i kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan
Barang/Jasa. »

24, Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang / Jasa adalah tanda bukti pengakuan
dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan
Barang/Jasa. '

25. Lembaga Kebnjakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan
merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB Il
! PETUNJUK PELAKSANAAN

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pacitan
Tahun 2015 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

: BAB III

KETENTUAN PENUTUP

' Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang méngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal: - - 2014

BUPATI PACITAN
: e,
INDARTATO
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KETENTUAN UMUM
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A. PENDAHULUAN
Demi tersclei{xggaranya Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran
| Pendapatan ﬂelanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan Tahun 2015
dengan lebih ftertib, terarah, terpadu dan berkelanjutan sesuai Visi
dan Misi yafmg telah ditetapkan, maka dalam usaha untuk
memaksimalkfam tercapainya hasil pembangunan diperlukan

Pedoman Pelaksanaan bagi SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten

Pacitan. Denéan disusunnya Pedoman Pelaksanaan ini diharapkan

dapat menjarrilin keferkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, baik dari segi
administrasi, :ﬁsik, keuangan dan fungsional, sehingga APBD yang
merupakan instrumen dalam rangka pelayanan dan peningkatan
kesejahteraan: masyarakat dapat tercapai secara optimal.

B. PRINSIP DASAR

Pelaksanaan APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dlupayakan

mempcrhatlkan prinsip - prinsip sebagai berikut :

a) Efisien, berartl pengelolaan kegiatan diupayakan menggunakan
dana, daya dan waktu yang terbatas untuk mencapai keluaran
yang dltetapkan secara optimal.

b) Efektif, be_rartl pengelolaan kegiatan harus sesuai dengan
kebutuhan'yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat
yang scbesar-besamya

) Transparan berarti pengelolaan keglatan harus terbuka, yang
memungkmkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan
informasi sl’;luas-luasnya tentang pengelolaan kegiatan

d) Adil, berarii pengelolaan kegiatan harus memberikan perlakuan .
yang pro;;orsional dan seimbang sesuai kewenangan dan
pendanaannya,

e) Akuntabel,éberarti pengelolaan kegiatan harus dilakukan sesuai
dengan ta{nggungjawab, kewajiban dan kewenangan untuk
mencapai %asaran baik fisik, keuangan maupun manfaat demi
kelancaran pelaksanaan pembangunan
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C. RUANG LING;KUP
- Ruang lingkuiza Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Pclaksanaa;n kegiatan di SKPD lingkup pemerintah Kabupaten
Pacitan yaing sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
APBD Kabl::lpatcn. i

2. Pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari APBD
Kabupatcni sebagaimana dimaksud pada angka (1), mencakup
pclaksanaé:n kegiatan yang sebagian atau seluruh dananya
bcrsumbcr:dari bantuan / hibah dalam negeri yang diterima oleh
Pcmcrinta}; Kabupaten Pacitan (termasuk DAK dan Dana bantuan
lainnya yaﬁg kegiatannya langsung ditangani SKPD)

3. Apabila tcridapat perbedaan antara Peraturan Bupati ini dengan
ketentuan %pctunjuk pelaksanaan kegiatan yang berlaku bagi
pemberi bantuan / hibah, para pihak dapat menyepakati tata cara
pclaksanaa_n kegiatan yang akan dipergunakan.

D. PEMBINAAN

Agar pclaksarlaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana dengan

tujuan dan sésaran yang diharapkan, maka dibentuk Tim Pembina

Pelaksanaan i{cgiatan APBD yang ditetapkan dengan chutusafl

Bupati, bcrtl.igas mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan

sampai 'dcngazi'l penyerahan aset kegiatan,
1. Prinsip Pcrfnbinaan
a) Pcmbina’-ggln terhadap pengelolaan dana belanja daerah meliputi
kcgiatani; membantu, mengkoordinasikan, memantau dan
mcngcvaiuasi pengelolaan dan pelaksanaan  kegiatan
pcmbanéunan agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dapat tcr}:apai. |

b) Sasaran_;pcmbinaan meliputi :

1) Tcrléksananya mekanisme pengelolaan dana belanja
dacrjah di Kabupaten Pacitan secara lancar yang mencakup
pcrcfncanaan, penyaluran/pencairan dana, pelaksanaan,
pcnéawasan dan pelaporan sesuai norma, prinsip-prinsip
dan ‘pcdoman yang ditetapkan.

2) Tcra;'ah pemanfaatan pada tujuan dan sasaran yang

{2

dihairapkan.
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2, Tugas dan fungsi Tim Pembina :

a)

Mclakslanakan koordinasi perencanaan anggaran Kegiatan
APBD Kabupatcn Pacitan;

b) Mengolah data dan informasi pelaksanaan kegiatan APBD
di Kablipatcn Pacitan; '

c) Melaks%makan pengawasan, monitoring, evaluasi, dan
pengcn:dalian pelaksanaan kegiatan;

d) Mcnerbitkan publikasi-publikasi yang diperlukan dalam
rangka% diseminasi kebijakan pengelolaan kegiatan APBD
kepada? seluruh aparatur terkait di Kabupaten Pacitan.

Tujuan Pefmbinaan :

a) Untuk ﬁengctahui kemajuan dan permasalahan pelaksanaan
kegiatai‘n yang berorientasi pada pcmecahan masalah secara
lintas siektoral

b) Untuk ‘mengctahul kinerja pelaksanaan pengelolaan kegiatan
APBD scbagal masukan bagi penyempurnaan pelaksanaan
keglatan dan penyusunan kebijakan tahun yang akan datang.

Organisasi Tim Pembina

Dalam peiaksanaan scharl hari Tim Pembma Pelaksanaan

Kegiatan APBD Kabupaten Pacitan di koordinasikan olch

Sekretaris_ Daerah dengan anggota dan tugas masing-masing

sebagai berikut :

a)

b)

Badan?f- Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan
pcmbin:aan dan koordinasi pengelolaan aspek perencanaan
dalam % rangka memadukan ', perencanaan pembangunan
nasional dengan pembangunan daerah serta melakukan audit
perenca!naan pembangunan Kabupaten Pacitan setiap tahun
anggarain berakhir.

Bagian‘ Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten
Pacitarin, melakukan pembinaan dan koordinasi pengelolaan
aspek a{dministrasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan
kegiataﬁ di Kabupaten Pacitan.

Dinas EPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupt:zten Pacitan, melakukan pembinaan dan koordinasi
pengcloiaan aspek administrag;i keuangan dan aset hasil

pclaksahaan kegiatan di Kabupaten Pacitan.
§
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d) Bagiaré Hukum Setda Kabupaten Pacitan, melakukan
pembin'_aan dan koordinasi pengelolaan aspek hukum dan
pcrund;'mg-undangan kegiatan di Kabupaten Pacitan.

e) Inspek;torat Kabupaten Pacitan, melakukan pembinaan dan
koordin:asi aspek pengawasan kegiatan di Kabupaten Pacitan.

f) Dinas ;Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan dan
Dinas h{na Marga dan Pengairan, melakukan pembinaan
dan koc;rdinasi aspek teknis kegiatan di bidang pembangunan
fisik kon.'jlstruksi di Kabupaten Pacitan.

g) Dinas / Badan / Kantor / Bagian di lingkup Pemerintah
Kabupz{ten Pacitan melakukan koordinasi pengelolaan dalam
aspek %ceknis pelaksanaan kegiatan dl Kabupaten Pacitan
sesual dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

h) Camatédan Kepala Desa / Lurah melakukan pengawasan
secara Fmelckat terhadap pelaksanaan kegiatan di wilayah
masing-imasing, dan berkoordinasi dengan SKPD pengelola

kegiatan,

5. Sckretariat_ Tim Pembina

Untuk méndukung tugas-tugas Tim Pembina Pengelolaan
Kegiatan ;Belanja Daerah Kabupaten Pacitan di bentulic
Sekretariat. Tim Pembina dengan Keputusan Bupati, dengan tugas
dan fungsi ‘jsebagai berikut :

a) Melaksanakan koordinasi pelaporan seluruh kegiatan APBD
Kabupaicen Pacitan; .

b) Mengolafh data dan informasi‘ pelaksanaan kegatan APBD
di Kabubaten Pacitan;

c) Mcncrbi‘:ckan publikasi-publikasi yang diperlukan
dalam i'angka diseminasi  kebijakan pengelolaan kegiatan
APBD képada SKPD terkait;

Kegiatan P;:mbinaan

a) Monitorir;g
Monitorir'ig bertujuan untuk mengetahui kemajuan dan
permasal;ahan pelaksanaan kegiatan dan berorientasi pada

pemccahan masalah secara lintas sektoral meliputi :
!

!.'
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1). Pcla;ksanaan monitoring dan evaluasi Tim Pembina
pela;ksanaan kegiatan APBD dikoordinasikan oleh Bagian
Adrr:linistrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pacitan;

2). Matéri monitoring meliputi aspek perencanaan, penyaluran

/ penicairan dana, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan;

3). Mojnitoring dilakukan dengan meninjau langsung
ke lépangan / lokasi kegiatan secara terpadu,

4). Hasil-hasil yang di dapat dari kegiatan monitoring dan
evaljuasi dilaporkan kepada Bupati Pacitan.

b) Evaluasi

Evaluas‘i bertujuan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan

pengelofaan kegiatan APBD sebagai masukan bagi

penyemf)urnaan pelaksanaan . kegiatan dan penyusunan

kebijakain tahun yang akan datang,
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PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN
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A. TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN UMUM KEGIATAN

1. Pengguna Anggf;lran (PA) dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas

kegiatan serta: memperhitungkan kuantitas/kualitas dan harga, yang

dapat dipertang!gungjawabkan dengan mempcrhatikan :

a). Penyelesaia;m kegiatan untuk Tahun Anggaran berikutnya atau Tahun
Anggaran :yang akan datang, harus diselesaikan pada  Tahun
Anggaran yang berjalan. .

b). Mengmdennﬁkam kebutuhan barang/ jasa yang diperlukan dalam
pelaksanaqn kegiatan dengan tetap mempcrhatikan skala prioritas
kebutuhan;. Untuk pekerjaan konstruksi harus mempertimbangkan
jenis pekerj:aan, lokasi dan kualitas bahan yang digunakan.

¢). Menyusun idan menetapkan rencana penganggaran untuk pelaksanaan
kegiatan déngan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas kegiatan
dan tetap fmengedepankan asas kepatutan dengan terlebih dahulu
menelaah l:celayakan barang/jasa yang telah ada / dimiliki / dikuasai,
untuk men;peroleh kebutuhan riil. ‘

Rencana umL{m pengadaan dikoordinasikan Bagian Admin{strasi

Pembangunan ; dan diumu::flkan melalui Website

www. Pacitankc:zlb. go.id dan LPSE Pacitan Kab.

B. TATA CARA PELAI:{SANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
1

1. Tata cara peneiapan pemaketan pekerjaan;

Dalam meneta;ikan pemaketan pekerjaan, Pengguna Anggaran (PA) wajib

memperhatikang ketentuan sebagai berikut :

a). Memaksimaikan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi
usaha kecﬂ

b). Nilai paket sampa1 dengan Rp. 2.500.000. 000 00 (dua miliar lima ratus
juta ruplah) diperuntukkan bagi -usaha kecil, kecuali menuntut
kompetensi f_teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Kecil.

c). Menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil.

(e
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2.

d). Dilarang msenyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang
tersebar di beberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan
tingkat cﬁsilensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-
masing. 5 |

e). Dilarang rneifayatukan /menggabungkan beberapa paket pengadaan yang
menurut sifailt dan jenisnya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya
seharusnya dilakukan oleh usaha kecil.

1). Dilarang rne!rnecah pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud
untuk menghindari pelelangan. :

g). Dilarang rneinentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan
yang diskrirrfxinatif. dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

Tata cara pelal%sanaan pengadaan barang/jasa;

Pengguna Anégaran menetapkan tata cara pengadaan dengan

rnernperhatikan"_tugas pokok dan fungsi SKPD dan sifat kegiatan yang‘ akan

dilaksanakan : :

a) Melalui qukelola adalah pelaksanaan pengadan barang/jasa yang
direncanakaih, diawasi dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD sebagai
penanggun.:awab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau
kelompok rnasyarakat pelaksana swakelola dengan menggunakan
tenaga sendln dan/atau tenaga dari luar.

b) Melalui pemlllhan penyedia Barang/Jasa baik sebagai badan usaha
maupun perbrangan.

Tata cara penyiusunan organisasi pengadaan;

a) Organisasi piengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan melalui penyedia

Barang/Jasa :terdiri dari :

1) PA/KPA |

2) PPK

3) ULP/ Pejab;!at pengadaan

4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

b) Organisasi péngadaan Barang/Jasa melalui Swakelola terdiri atas:
1) PA/KPA ;

2} PPK f.
3) ULP/ Pejabét Pengadaan/Tim Pengadaan

: .
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4) Panitia /Pej;bat Penerima Hasil Pekerjaan
4, Tata cara penyxf:sunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Tujuan disusumi'nya kerangka acuan (KAK)
Kerangka Acuari Kerja (KAK) merupakan penjabaran detail mengenai arah,
standar, pedomﬁam pelaksanaan kegiatan, sehingga dengan tersusunnya
KAK akan diketéhui sejauh mana sasaran kegiatan keluaran yang hendak
dicapai oleh sua?tu kegiatan, KAK paling sedikit memuat :
a) Uraian lingkl.ilp kegiatan;

1) Latar bela;kang

2) Maksud d:an tujuan

3) Sumber Qéndanaan
4) Hal-hal la:in yang diperlukan
b) Waktu pclakéanaan;
1) Jangka vs:_faktu pelaksanaan pekerjaan.
2) Batas akilir efektif tahun anggaran.
c) Spesifikasi te}mis Barang/Jasa; dan
1) Mengura;ikan spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan
kebutuha:m yang telah direncanakan.
2) Menjelasican syarat dan tata cara ‘pengujian bahan/barang tertentu.
3) Mencant{_lmkan syarat kinerja produk yang diinginkan. ‘
4) Gambar-:gambar atau brosur
5) Penggunz}an Standar Nasional Indonesia (SN1 )
d) Perkiraan bia!ya pekerjaan.
1) Nilai pagi_l anggaran.
2) Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
C. PENGGUNAAN ANGGARAN
Untuk menetapkzﬁm batasan penggunaan anggaran, PA memperhatikan
kebijakan umum peclaksanaan APBD L Kabupaten Pacitan dan porsi
Penggunaan anggarian.
1. Kebijakan umur;l penggunaan anggaran keglatan :
Alokasi APBD K{abupaten Pacitan digunakan untuk membiayai berbagai
kegiatan yang seéuai sifatnya diatur sebagai berikut :
!
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a) Kegiatan yang bersifat strategis secara ekonomis, diupayakan dapat
memberi nilai tambah dan/atau bermanfaat dalam pemenuhan
kebutuhan sosial dasar masyarakat.

b) Sesuai dengi?m skala prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan
sebagaimana jtertuang dalam dokumen perencanaan daerah.

¢) Mendukung t(iercapainya tujuan Pembangunan secara Nasional.

2. Perencanaan anggaran :

Dalam menyﬁsun kebutuhan  anggaran, Pengguna  Anggaran

mempertimbangk?an antara lain :

a) Belanja pegawfai,

b) Belanja barané /jasa,

¢) Belanja modal,

d} Target dan oufput dari pelaksanaan kegiatan dimaksud.

D. PENGGUNAAN BIAYA KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
1. Kegiatan Fisik Konstruksi

Kegiatan fisik léontmksi yaitu pekerjaan-pekerjaan fisik dalam bentuk

konstruksi, yanEg sifatnya rnerupakan«' pekerjaan pembangunan baru,

peningkatan/perl.uasan rehabilitasi, perbaikan sebagian atau seluruhnya,
maupun perawatannya maka dalam melaksanakan kegiatan fisik kontruksn
pengelolaan agar memperhatlkan

a) Anggaran biaya fisik konstruksi adalah biaya yang diperlukan untuk
melaksanakar; pekerjaan dalam bentuk fisik konstruksi itu sendiri.

b) Biaya fisik kionstruksi masuk dalam rekening belanja modal yang
didalamnya térmasuk juga biaya Perencanaan dan Pengawasan Teknis
(P2T), serta bi%ya pengelolaan kegiatan (PK).

¢) Biaya fisik konstruksi digunakan sebagai acuan dalam penysunan
Rencana Angg'aran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

d) Anggaran keéiatan selain memperhit'ungkan biaya fisik konstruksi itu
sendiri, harusj tetap mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk
biaya — biaya ;penunjang lainnya yaitu biaya untuk pengelolaan kegiatan
(PK) serta biayfa perencanaan dan pengawasan teknis (P2T).

3
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Jenis - jenis bangunan kontruksi :

a)

b)

Bangunan kohstruksi sederhana.

Bangunan sc;lcrhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter

sederhana, seirta memiliki komplcksifas dan teknologi sederhana. Masa

penjaminan :kcgagalan bangunan adalah selama 10 tahun. Yang
termasuk Klasifikasi bangunan sederhana antara lain :

1) Gedung kjantor yang sudah ada desain prototipenya atau bangunan
gedung kaﬁtor dengan jumlah lantai sampai dengan 2 lantai dengan
luas sampa{i dengan 500 m?; |

2) Bangunan rumah dinas yang tidak bertingkat

3) Gedung lajanan kesehatan : puskesmas

4) Gedung pcfndidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan dengan jumlah
lantai sam;ﬁai dengan 2 lantai

Bangunan ko;'lstruksi tidak sederhang.

Bangunan tiélak sederhana adalah bangunan gedung negara dengan’

karakter tid.’ilk sederhana, serta memiliki kompleksitas dan/atau

teknologi tldak sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya
adalah sclama paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Yang termasuk
klasifikasi bangunan tidak sederhana antara lain :

1) Gedung kz!intor yang belum ada desain prototipenya atau bangunan
gedung kaintor dengan luas diatas 500 m?, gedung kantor bertingkat
lebih dari 2 lantai;

2) Bangunar'l rumah dinas yang bertingkat lebih dari dua lantai: rumah
negara yang berbentuk rumah susun;

3) Gedung rumah sakit;

4) Gedung pcndldlkan tingkat Universitas/Akademis, atau gcdung
pcndldlkan dasar/lanjutan bertingkat lebih dari 2.

Komponen ppnggunaan anggaran untuk bangunan konstruksi tidak

sederhana m}:liputi:

1). Biaya kon}struksi;

2). Biaya perencanaan konstruksi;
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3). Manajeme;n konstruksi;

4). Biaya pen:gawasan konstruksi;

S). Biaya pen:gelolaan kegiatan;

Untuk jen{s-jenis konstruksi sederhana lainnya seperti : Jalan,
Jembatan, Bei:ngunan-bangunan konsﬁuksi air, Saluran drainase, Tower
dan bangur:ian konstruksi lainnya prosi anggaran ditetapkan
berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Standart Biaya
Pemerintah K:exﬁupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015,

1) Bangunan :khusus.

Bangunan ;khusus adalah bangunan gedung negara yang memiliki

penggunaain dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan

pelaksanaainya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus. Masa

penjaminarll kegagalan bangunannya adalah selama paling singkat 10

(sepuluh) téhun. Yang termasuk klasifikasi bangunan tidak sederhana

antara lain? : B

(a) Istana Negara dan rumah jabatan presiden dan wakil presiden;

(b) Wisma hegara;

{c) Geduné instalasi nuklir;

(d) Geduné instalasi pertahanan, bangunan POLRI dengan

penggu;laan dan persyaratan khusus; |

(e Gedung;, laboratorium,;

() Gedung terminal udara/ laut/darat;

(g Statiun kereta api;

(h) Stadion olah raga;

(i) Rumah?tahanan;

() Gudang benda berbahaya;

(k) Geduné bersifat monumental;

{1 Gedung perwakilan negara R.I di luar negeri _
Perhitungan komponen biaya kegiatan untuk jenis pekerjaan kontruksn
lainya sepert3 jalan, jembatan, bangunan air atau konstruksi sejenis
dilaksanakan dengan  menggunakan  perhitungan  pendekatan
sebagaimanaédiatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
45/M /2007 :Tanggal 27 Desember 2007 tentang pedoman teknis

[,
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pembangunan gedung Negara dan Keputusan Bupati Pacitan Nomor :
188.45/519. A/KPTS/408 21/2014 tentang Standart Biaya Pemermtah
Kabupaten Pa_c1tan Tahun Anggaran 20135.

Adapun dalém menetapkan Kklasifikasi komponen biaya kegiatan
Pengguna Ar}.ggaran wajib mempertimbangkan tingkat kesulitan dan
situasi  di lapangan  serta kewajaran biaya yang dapat
dipertanggun'gjawabkan.

i
!

2. Kegiatan fisik non konstruksi
{

Kegiatan Fisik Non Konstruksi yaitu kegiatan dalam bentuk pengadaan /

pembelian yang Berupa barang, yaitu setiap benda baik berwujud maupun

tidak berwujud., bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat

diperdagangkan,%dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan ocleh Pengguna
Barang. P

a)

b)

Anggaran keéiatan fisik non konstruksi adalah biaya yang diperlukan
untuk pengadaan /pembelian barang yang masuk dalam rekening belanja
modal. ‘ '
Anggaran bia;ya yang masuk dalam belanja modal adalah pagu dana
pengadaan/pémbelian barang yang digunakan sebagai acuan dalam
pembuatan R:encana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sé:ndiri
(HPS), |
Biaya Pengeiolaan Kegiatan (PK} kegiatan fisik non konstruksi
digunakan ur{tuk :
1) Belanja peg:awai digunakan untuk :,
(a) Honorarium pengelola kegiatan antara lain : KPA, PPK, PPIK,
Bendahe;ra pengeluaran pembantu;
(b) Pejabat i:engadaan;
(c) Honorarium Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan,
Panitia/}’ejabat peneliti pelaksanaan Kontrak,
(d) Honorar“ium Staf Administrasi.
(e) Honorarium Staf Teknis.
() Honorarfium Tim Pendukung.

(g) Honorarium Tim Teknis atau Tenaga Ahli.

i .
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2) Belanja b;rang/ jasa digunakan untuk keperluan proses pengadaan
barang/ ja_l_s.a, survei, monitoring, evaluasi kegiatan, dll.
3) Pengelola :Ekegiatan menyediakan' biaya untuk proses pemilihan
penyedia lfaarang / jasa di Unit Layanan Pengadaan antara lain :
(a) Biaya refpat koordinasi kegiatan;
(b) Biaya pényusunan/ pembuatan dokumen lelang;
(c) Biaya pefrjalanan pembuktian kualifikasi calon pemenang;
(d) Biaya ATK, biaya cetak, biaya penggandaan dokumen lelang dan
dokumen hasil pemilihan penyedia barang /jasa, dL)

3. Kegiatan Non Fisik

Kegiatan non fisik adalah kegiatan yang keluarannya tidak menambah modal

a)

b)

Ruang lingkui:: Kegiatan Non Fisik antara lain:

1) Pekerjaan-f:ekex jaan operasional ruiin;

2) Administrafs.i perkantoran;

3) Pendidikar;/ pelatihan atau sosialisasi, workshop, bintek;
4) Pelaporan, ‘pengendalian, dan evaluasi;

5) Kegiatan né:n fisik lainya;

Komponen biéiya:

1) Belanja peéawai /honorarium pengelola kegiatan:

(a) Dalam ::kegiatan administrasi perkantoran dipergunakan {Jntuk
biaya hémorarium pengelola keuangan SKPD seperti PA, PPK SKPD,
Bendahfara Pengeluaran, Pengurus gaji, Pembuat Daftar Gaji/Juru
bayar éaji, Pencatat Pembukuan, Pembuat Dockumen, Penyimpan
Barangf‘_ Pengurus barang, pejabat pengadaan, pejabat penerima
hasil pe:kerjaan, dil.

(b) Dalam: kegiatan selain kegiatan administrasi perkantoran
diperguinakan untuk honorarium pengelola kegiatan antara lain
KPA, P?K, Bendahara pengeluaran pembantu, Pejabat Pengadaan,
Panitia;penerima hasil pekerjaan, Panitia peneliti pelaksariaan
kontrak:, panitia pelaksana kegiatan, nara sumber, personil' yang
tergabu}lg dalam kesekretariatan lembaga non struktural,

tenaga/staf administrasi, tenaga/staf teknis, dll.

|
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(2). Belanja barang/jasa kegiatan non fisik:

Digunakan lj.mtuk biaya-biaya keperluan pelaksanaan kegiatan antara
lain persiapén pelaksanaan kegiatan, operasional rutin SKPD, survei,
rapat, pl‘foses pelelangan, monitoring, evaluasi, biaya
pembelian/ plenyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan
yang bersangkutan.

(a) Untuk icegiatan Administrasi perkantoran dianggarkan biaya
operasior}al rutin SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
dalam ijnenjalankan rutinitas organisasi meliputi pembelian,
penyewaén pemeliharaan bahan dan alat, dll

(b) Biaya untuk penunjang pelaksanaan kegiatan non fisik mulai dari
penyusupan rencana umum pengadaan sampai dengan
penyeles:'aian seluruh kegiatan {biaya perjalanan, biaya survei, biaya
rapat, bi.%lya ATK, biaya cetak, penggandaan, dll)

{c) Jika pen:gadaan barang/jasa dilaksanakan melalui ULP, maka ULP
mengalokasikan biaya untuk ATK, biaya Lembur untuk persiapan
lelang, sédangkan SKPD menyediakan biaya perjalanan pembuktian
kuahﬁkasx calon pemenang, dan biaya pengandaan dokurnen hasil
permhhan penyedia barang /jasa, dll). ‘

{d) Jdika dalam kegiatan non fisik terdapat paket pengédaan
barang/; Jasa harus tetap dxproses sebagaimana aturan pengadaan,

(e} Dalam penggunaan biaya-biaya maupun belanja sebagai penunjang
pelaksan_aan kegiatan harus disesuaikan dengan peruntukan dan
keterscdiéan dana dengan mempertimbangkan efisiensi dan
efektiﬁtaé anggaran. |

(f) Untuk icegiatan Administrasi perkantoran dianggarkan biaya
operasior;al rutin SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
dalam xfxlenjalankan rutinitas organisasi meliputi pembelian,

penyewaan, pemeliharaan bahan dan alat, dll
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E. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS (P2T)
1. Kegiatan Perencari_aan Teknis :
Perencanaan Teklilis adalah kegiatan yang diperlukan untuk penyusunan
dokumen perencanaan, terdiri dari desain perencanaan/gambar, hitungan
teknis, spesiﬁkasiiteknis dan analisa perhitungan biaya yang disusun secara
keahlian yang digﬁnakan untuk acuan pelaksanaan pekerjaan kontruksi fisik,
kegiatan Perencan;lan teknis meliputi: o
a). Persiapan atauf penyusunan konsep perencanaan, seperti mengumpulkan
data dan informasi lapangan (termasuk penyelidikan) tanah sederhana,
membuat intérpretasi secara garis besar terhadap Kerangka Acuan Kerja
(KAK), Progréam kerja perencanaan: Sketsa gagasan, dan konsep
perencanaan,?sketsa gagasan, konsultasi- konsultasi;
b). Penyusunan era-rencana, seperti membuat rencana tapak, pra-rencana

H
konstruksi, prakiraan biaya, laporan perencanaan;

@

c). Menyelenggarjakan kegiatan lokakarya value enggineering untuk
pengembangén konsep perencanaan teknis;

d). Penyusunan pengembangan rencana, seperti membuat rencana
arsitektur, '

2. Biaya pengawasa;n atau biaya Manajemen Kontruksi adalah biaya;yang
diperlukan untuk pengawasan teknis atau Manajemen Kontruksi selama
pelaksanaan peléerjaan kontruksi fisik sebagaimana diatur dalam surat
perjanjian/ kontré:lk pekerjaan kontruksi.

F. BIAYA MANAJEMEI:G KONSTRUKSI (MK)
. Yaitu besarnya biagra maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai
N kegiatan manajemei'l konstruksi pembangunan bangunan gedung Negara, yang
dilakukan oleh perfyedia jasa manajemen konstruksi secara kontraktual dari
hasil seleksi atau ;;enunjukan langsung, biaya manajemen konstruksi diatur

sebagai berikut : t

1. Biaya manajemen konstruksi dibebankan pada biaya untuk komponen

kegiatan manajemen konstruksi yang bersangkutan.

v
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2. Besarnya nilai biaya manajemen konstruksi maksimum dihitung
H

berdasarkan prbscntasc biaya manajemen konstruksi fisik yang tercantum
dalam tabel.

Besarnya biaya: manajemen konstrnksi dihitung secara orang-bulan dan
biaya langsung &ang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan billing rate.
Biaya manajcmcian konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan
langsung pckcrj]aan yang bersangkutan, yang dicantumkan dalam kontrak,
termasuk biaya untuk :

a) Honorarium:tcnaga ahli dan tenaga penunjang.

b) Materi dan };cnggandaan laporan.

¢) Pembelian d.;:m/ atau sewa peralatan.

d) Sewa kendaraan,

¢) Biaya rapat-rapat.

1) Perjalanan (fokal maupun luar kota)

g) Jasadan ovc%rfwad manajemen konstruksi.

h) Asuransi/ pc}tanggungan {indemnity inssurence)

i) Pajak dan juran daerah lainya.

Pembayaran b;aya manajemen konstruksi didasarkan pada prestasi
kemajuan pckcrjaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi di lapa:ngan,

’ ¥

yaitu (maksimum) :

a) Tahap pcirsiapan/ pengadaan konsultan perencanaan 50%

b) Tahap rci'vicw rencana teknis sampai dengan serah terima
dokumcr{ perencanaan. 10%

c) Tahap pc‘_lclangan pemborong 5%

d) Tahap lt.:onstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan
prestasi f)ckcrjaan kontruksi fisik lapangan sampai dengan

serah terima kedua pekerjaaan. 80%
i
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: BAB HI
PELAKSANAN PENGADAAN BARANG / JASA
i

A.ORGANISASI PENGADAAN

Untuk menyusun o;rganisasi pengadaan dilaksanakan berdasarkan metode
pelaksanaan pekerjélan, maka dalam menetapkan organisasi pengadaan
adalah : :

1. Organisasi Pengéidaan Barang/Jasa untuk pengadaan melalui Swakelola
|

t

terdiri atas :
a) PA/KPA;
h) PPK;

¢) ULP/Pejabat P:engadaan/Tim Pengadaan: dan

s e gt b

d) Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
.' 2. Organisasi Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan melalui
== pemilihan penyeci_ia jasa terdiri atas :
a) PA/KPA; '
b) PPK;

¢) ULP/Pejabat Péngadaan; dan

¥
t
¥
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d) Panitia/f Pejab%xt Penerima Hasil Pekerjaan. ;
3. PPK dapat dib;lntu oleh tim pendukung yang diperlukan urrltuk
pelaksanaan Penéadaan Barang/Jasa
4. Pengangkatan da:n pemberhentian pejabat sebagaimana disebut pada angka
1 (satu) dan 2 (duza) tidak terikat tahun anggaran
5. Dalam 1 (satu) k:'egiatan yang sama, tidak boleh terjadi rangkap Jabatan
. antara PPK, Pokjé ULP/PP/TP, dan /fatau Panitia/Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan.
B. TUGAS DAN KEWEN?AN GAN PELAKSANA KEGIATAN
1. Pengguna Anggar'i_m yang selanjutnya disebut PA
a) PA memiliki tl.?lgas /tanggungjawab dan kewenangan sebagai berikut:
1) Menetapkarjl Rencana Umum Pengadaan;

2} Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan di website :

www.pacitankab.go.id dan/atau www.lpse.pacitankab.qo.id
3) Menetapkar:i PPK;
4) Menetapkan Pejabat Pengadaan;
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5) Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
‘6) Mengawasiipelaksanaan anggaran;
7) Menyampaikan laporan keuahgan sesuai dengan ketentuan
peraturan f)erundang-undangan;
8) Menyelesaii(an perselisihan  antara PPK dengan ULP/Pejabat
Pengadaan: dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
9) Mengawasif: penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen
Pengadaan jBarang/ Jasa.
b) Selain tugas pbkok dan kewenangan dalam hal diperlukan, PA dapat:
1) Menetapka;l tim teknis; dan/atau -
2) Menetapkaril tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui
Sayembara}Kontes.
c) Atas dasar pe;'timbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali
organisasi, PA mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada
Kepala Daerali untuk ditetapkan.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

a) KPA adalah P:ejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA
yang memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA
b) Dalam hal untuk mendukung terciptanya efisiensi dan efektmtas
pengelolaan anggaran dan pengendalian program serta kegiatan, maka
penurnjukan IEPA tersebut paling banyak 1 (satu) pejabat dalam 1 (satu)
bidang/bagiar;, namun demikian tidak setiap Sekretaris / KTU / Kabid
/ Kabag / Insf)ektur Pembantu harus ditunjuk sebagai KPA.
3. Pejabat Pembuat i{omitmen yang selanjutnya disebut PPK
a) PPK memiliki i;ugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
1) Menyusun c dan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan
Barang/J as?a yang meliputi:
(a). Spesiﬁkiasi teknis Barang/Jasa;
(b). Harga Pérkiraan Sendiri (HPS); dan
(o). Rancangan Kontrak, .
2) Mcnerbltkan Surat Penunjukan Penyedla Barang/Jasa,;
3) Menyetujui| { bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat
Perintah Keﬁa (SPK) surat perjanjian;

4) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
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S) Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

6) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa
kepada PA} KPA;

7) Melaporkar:l pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa
kepada PA; KPA;

8) Menyerahk;em hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada
PA/KPA deflgan Berita Acara Penyerahan;

9) Melaporkarj kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan
hambatan ﬁelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.

10) Menyimpari__ dan mcnjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan

Pengadaan :Barang/J asa.

b) PPK mempaican Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk

melaksanakan; Pengadaan Barang/Jasa. Bertugas mulai dari

penunjukan p_élaksana pekerjaan sampai dengan penyerahan pekeijaan

yang terakhir icalinya.

Untuk ditetap:kan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut: *

1) Memiliki integritas;

2) Memiliki di;iplin tinggi; ‘

3) Memiliki ténggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajérial
untuk mela}csanakan tugas;

(a) Berpenci_idikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan
bidang jceahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan
pekerjaa@n; kecuali dalam hal jumlah Pegawai Negeri yang
mememihi persyaratan pendidikan terbatas, dapat diganti dengan
paling k:urang golongan IIl a atau disetarakan dengan golongan
11l a; ;:

(b) Memilik; kemampuan kerja secara berkelompok dalam
melaksa{nakan setiap tugas/pekerjaannya.

(c) Memiliki pengalaman  paling kurang 2 (dua) tahun terlibat
secara ;ktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan
Barang/ﬁJasa; dan

4) Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki
keteladanar; dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;

g
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5} Menandataﬁngani Pakta Integritas;

6} Tidak meﬁjabat sebagai Pejabat ‘Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar:f[PPSPM) atau Bendahara, Kecuali untuk PA/KPA yang
bertindak ;ebagai PPK

7) Memiliki sertlﬁkat pengadaan barang/jasa kecuali;

(a} PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I Satuan Kerja Perangkat
Daerah[ SKPD);
(b) PA/ KPA yang bertindak sebagai PPK;

PPK dilarang"; mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani

Kontrak dengén Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran

atau tidak éukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan

dilampauinya %Jatas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai
dari APBD. !

Dalam menjaiankan tugasnya PPK jika dipandang perlu dapat :

1) Mengusulkan kepada PA/KPA :

(a) Perubahi_an paket pekerjaan; dan/atau
(b) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

2) Menetapkargl Tim Pendukung PPK dapat membentuk tim pendukung
yang dlperlukan untuk membantu pelaksanaan pengadaan barang /
jasa, yang terdm dari:

(a} Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan [PPTK) diangkat dari personil
yang menguasal jenis pekerjaan yang diadakan.

(b) Direksi lapangan

(c) Konsultgn pengawas

(d) Tim peléksana swakelola ; dll

3). Tim / tenaéa ahli pemberi penjelasan teknis {aanwijzer)

Dalam hal diperlukan PPK dapat menetapkan tim/tenaga ahli
pemberi pénjelasan (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas
ULP, yaituf tim yang mempunyai kemampuan untuk memberikan
masukan dan penjelasan teknis tentang spesifikasi Barang/Jasa
pada rapatﬁ penjelasan,

;
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4). Tim Teknis
i

Dalam hal diperlukan PA dapat membentuk Tim Teknis untuk

mcmbarmli PA dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang

terdiri atas :

(a)
(b)

(c)

(d)

Tim uji coba

Panitj;a\/chabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak, dibentuk dengan
tujuaril membantu PPK dalam meneliti, memeriksa .dari
mcng:%lwasi pelaksanaan kontrak.

chcritingan pemeriksaan bersama pada awal dan pada
pclak%anaan kontrak, yaitu untuk melakukan pemeriksaan
lokasi: pekerjaan, melakukan pengukuran dan pemeriksaaan
dctailf kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata
pcmb%\yaran. Semua hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita
acara% dan jika ada perubahan dituangkan dalam adendum
kontrék.

Mcncliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan
yang ciiituangkan dalam adendum kontrak.

S). Mcnctapk;am besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada

penyedia jésa barang/jasa;
6). Tim Juri / Tim Ahli

1
Untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang melalui sayembara

/ kontes, ?A dapat membentuk Tim Juri/Tim Ahli untuk membantu

PPK dalan{ pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

4. ULP (Unit Layana}l Pengadaan)

1. Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi :

a) Memimpin dan mengordinasikan seluruh kegiatan ULP;

b) Menyusun f)rogram kerja dan anggaran ULP,;

c) Mcngawasiiscluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan

mclaporkarf apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi

)
penyimpangan,

d) Membuat léporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan

Pengadaan Barang/jasa kepada Bupati Pacitan;

e) Mclaksanaléan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia

ULP;

+
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_D Me_nugaskah/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok Kerja

sesuai denéan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; dan

g) Mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang
ditugaskan? di ULP kepada Bupati Pacitan, apabila terbukti
melakukani pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau
KKN; :

. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan

Kelbmpok Kerja Unit Layanan Pengadaan adalah tim/Pejabat Pengadaan
yang memiliki.':
a) Persyaratar_; anggota ULP/Pejabat Pengadaan :

1) Memilik? integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam
melaksanakan tugas;

2) Memah&;mi pekerjaan yang akan dilaksanakan;

3J) Memaheimi jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas
ULP/Pejabat Pengadaan.

4) Memahe;mi isi dokumen, metode dan Prosedur pengadaan;

5) Memiliki sertifikat nasional keahlian pengadaan barang/jasa
pemerin;tah dengan kompetensi yang dipersyaratkan kecuali
untuk Képala ULP

6) Mendat&ingani pakta integritas.

b) Tugas pokol;c dan kewenangan Pokja ULP meliputi :

1) Menyus{m rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

2) Menetapﬁkan Dokumen Pengadaan;

3) Menetapikan besaran nominal Jaminan Penawaran;

4) Mengun;umkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website :
www.pc{dtankab.go.id dan papan pengumuman resmi untuk
masyar&{kat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan
dalam PE)rtal Pengadaan Nasional;

5) Menilai "kualiﬁkasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi
atau pa;cakualiﬁkasi;

6) Melakul{an evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap
penawarlian yang masuk;

7) Khusus Untuk Kelompok Kerja ULP :

(a) Menj awab sanggahan;
1
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|
(b) Men;:tapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :

(1). Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket
EPengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
‘yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus
'miliar rupiah); atau

(2). ‘ Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket
.Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi
;Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

(c) Mer;yampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen

Pemilihan Penyedia barang/Jasa kepada PPK;

(d) Mei'lyerahkan salinan 'dokumen pemilihan  Penyedia

Bari_ang/Jasa kepada PA/KPA; dan

(e) Me%nbuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala

ULP,

8) Khusus Pejabat Pengadaan :
(a). Mef;etapkan penyedia barang/jasa untuk :

(1) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai
p;aling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

(2) P%engadaan Langsung untuk paket Pengadaan :iasa
ﬁonsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00
(iima puluh juta rupiah); |

(3) Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia
E:iarang/Jasa Kepada PA/KPA.

9) Membliat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada
Bupati!melalui Kepala ULP; dan
10) Membe.rikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
c) Selain tugas ‘pokok dan kewenangan ULP,Dalam hal diperlukan ULP
dapat mengusiulkan kepada PPK:
1). Perubahan HPS; dan/atau .
2). Pembahalzl spesifikasi teknis pekerjaan.
d) Anggota ULP/ Iif’ejabat Pengadaan berasal dari Pegawai Negeri Sipil, baik

dari Instansi Sendiri atau Instansi lainnya :



4
1
£
!
L
)

1). Lembaga/institusi Pengguna APBD yang memiliki keterbatasan
pegawai y!ang berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengadaan
dapat berasal dari pegawai tetap 1embaga/lnst1tus1 pengguna APBD
dari Istan51 lain;

2). Untuk K_elompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, Pejabat
Pengadaaﬁ/ Panitia dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil;

¢) Dalam hal tPengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau
memerlukan keahlian khusus, ULP dapat menggunakan tenaga ahli yang
berasal dari Peéawai Negeri Sipil atau swasta.

f) Kepala ULP da;n Anggota Pokja ULP dilarang duduk sebagai:

1). PPK pada pi:aket pekerjaan yang dilelangkannya;

2). Pejabat Peﬁanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);

3). Bendahara; dan

4). APIP, terkécuali menjadi Pejabat Pengadaan/Anggota ULP untuk

Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya; .

g) Pengguna APB?D atau Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola dapat

berasal bukantt dari Pegawai Negeri Sipil.
f:
C. PANITIA / PEJABA'i‘ PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)

1. Panitia /Pejal:)at Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ditetapkan ;oleh
Pengguna Angéaran (PA); ‘

2. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Peketjaan (PPHP) berasal dari pegawai
negeri, baik dan instansi sendiri maupun instansi lainnya, kecuali
institusi lain ,_Pengguna APBD atau kelompok masyarakat pelaksana
swakelola dapélt berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil;

Persyaratan s;ebagai anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
adalah : ‘
a) Memiliki in%egritas, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan

tugas; :
b) Memahami isi kontrak;
¢) Memiliki kualifikasi teknis;
d) Mendatang?ani pakta integritas;
e) Tidak meﬁjabat sebagai pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar tPPSPM) atau bendahara;
!
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. Tugas pokol‘f dan kewenangan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

(PPHP) adalah :

a) Mclakukan: pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa
seuai dcng?an ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

b) Menerima | hasil pengadaan Barang/Jasa setelah  melalui
pcmcriksaain/Pcnguji;

¢} Membuat Ig:lan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil
Pckcrjaan;;

. Dalam hal p;cmcriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis

khusus, dapa:t dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan

tugas Panitia/_'chabat Penerima Hasil Pekerjaan.

. Tim/Tenaga ahli ditetapkan oleh PA/KPA.

. Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, Pemeriksaan pekerjaan

dilakukan sc@clah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi

yang bcrsangl;utan.

Susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) _

Pengguna Af;ggaran (PA} menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

dengan caré mempertimbangkan nilai pekerjaan dan tingkat

komplcksitas"pckcrjaan sebagai berikut ;

a) Paket Pekerjaan dengan > dari Rp.200 jt s/d 2,5 Miliar susunan
panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah :

Jumlah ﬁanitia adalah 3 (tiga} perscnil, yang menguasai ruang

lingkup sérta detail teknis pekerjaan, terdiri dari:

1) Kctua,;_ dari unsur pejabat atau staf SKPD Teknis yang
bcrsarigkutan;

2) Anggo:ta, dari unsur pejabat struktural atau staf dari SKPD
tcknis; yang melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan,
apabilé dokumen perencanaan wajib mendapatkan verifikasi dari
SKPD T:teknis lain;

3) Anggojta, dari unsur pejabat atau staf dari Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;

b} Paket pck_crjaan dengan nilai lebih dari Rp. 2,5 Miliar jumlah
panitia ad?lah S (lima) personil, yang menguasai ruang lingkup serta

detail teknis pekerjaan, terdiri dari :

‘ .
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1) Kctuaf dari unsur pejabat atau staf SKPD Teknis yang
bcrsan:gkutan;

2) Sckrct:aris, dari unsur staf teknis dari SKPD Teknis yang
bcrsar;gkutan; |

3) Anggota, dari unsur staf teknis dari SKPD Teknis yang
bcrsar;gkutan; _

4) Anggoéa, déri unsur pejabat struktural atau staf dari SKPD
tcknis::‘ yang melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan,
apabilrgl dokumen pcrcncanaan'wajib mendapatkan verifikasi dari
SKPD teknis lain;

5). Anggo{a, dari unsur pejabat atau staf dari Bagian Administrasi
Pcmbafngunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

c) Pckcrjaan:dcngan nilai kurang dari atau sama dengan Rp. 200 Jt.
Dilaksana_kan oleh Pejabat Penerima hasil pekerjaan adalah pejabat
. struktural; atau staf yang menguasai ruang lingkup serta detail

teknis pclécrjaan dari SKPD teknis yang bersangkutan;

Bila dalan; suatu hal pekerjaan tertentu memerlukan pertimbangan

teknis daél tidak dapat dilaksanakan oleh pejabat penerima hasil

pckerjaan? maka dapat mcngg{inakan Panitia Penerima Hasil

Pckerjaan; sebagaimana diatur dalam angka 7. Huruf a).

D. RENCANA UMUM PENGADAAN
Pengguna Anggaraﬁ menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa
sesuai dengan kcbueuhan pada SKPD masing-masing, meliputi kegiatan antara
lain : |
. 1. Menetapkan tat%l cara pelaksanaan pemilihan penyedia Barang/Jasa
melalui;
a) Proses pcmiiihan barang/jasa melalui pelelangan umum yang
dilaksanakan Unit Layanan Pengadaan (ULP);
b) Menetapkan inakct pengadaan yang dilaksanakan proses pemilihan
Barang/Jasa rjnelalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
¢) Menetapkan fnakct-pakct penunjukan langsung yang dilaksanakan
melalui E-l;atalog berdasarkan  website LKPP/Portal Pengadaan

Nasional yang memuat informasi teknis dan harga barang;
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2. Mengindcntiﬁkas:i kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan SKPD dengan
terlebih dahulti.l menelaah  kelayakan barang/jasa yang telah
ada/dimiliki/diktf.lasai, atau riwayat kebutuhan barang/jasa dari kegiatan
yang sama, untuljc memperoleh kebutuhan riil.

3. Menyusun dan imenetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan
Barang/Jasa yang terdiri dari :

a) Biaya barang/ Jasa itu sendiri
b) Biaya pcndulgung : biaya pemasangan, biaya pengangkutan, biaya
pelatihan dll ;

c. Biaya adminis?trasi yang diperlukan untuk proses pengadaaan antara
lain :
1). Honorariu:in pejabat pelaksana pengadaan mlsalnya : PA/KPA, PPK,
Pokja ULPi PPHP, tim lain yang diperlukan
2). Biaya survei lapangan/pasar
3). Biaya pcﬁggandaan dokumen pengadaan barang/jasa
4. Menetapkan kebijakan umum meliputi :
a). Pemaketan pckelj]aan

1) D1lakukan dengan menetapkan sebanyak banyaknya paket usaha
untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa
mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem
dan kualit“'as kemampuan teknis;

2) Wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan
perluasanfkesempatan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta
Koperasi iéecil'

3) Nilai paket pekerjaan pengadaan barang/jasa sampai dengan
Rp. 2. 500 000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rup1ah)
dipcruntukkan bagi usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi
kecil, kcc{.lali untuk paket pengaidaan yang menuntut kompetensi
teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mikro dan usaha kecil
serta kopc}asi kecil; |

4) Dilarang r;wnyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang
tersebar d1 beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan
dan tingi(at cfisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa

lokasi/daerah masing-masing;
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S) Dilarang r%mnyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat
dan jcnisipckcrjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya
seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta
koperasi kjccil;

6) Dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket
dengan ms_aksud menghindari pelelangan; dan/atau

7) Dilarang rrfu:ncntukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan
yang disl}.riminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak
obyektif, :

b). Cara pclaksar;aan pengadaan barang/jasa dengan memperhatikan tugas
pokok dan fur'igsi SKPD dan sifat kegiatan yang akan dilaksanakan :

1) Melalui siwakclola, dengan direncanakan, dikerjakan dan/atau
diawasi s';cndiri oleh SKPD sebagai penanggungjawab anggaran,
instansi p;:mcrintah lain dan/atau kelompok masyarakat pelaksana
swakelola 'dcngan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari
luar;

2) Melalui pénycdia barang/jasa baik scbagai badan usaha maupun
pcrscoranéan;

¢). Organisasi peingadaan dengan mempcrhatikan jenis pekerjaan serta
kemampuan dan keterscdiaan personil SKPD yang dimiliki. Organisasi
pengadaan yaing wajib dibentuk adalah PPK, Pejabat pengadaan, dan

PPHP. Sedan'gkan tim/pejabat/panitia lainnya disesuaikan dengan

kebutuhan dain peruntukannya.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan pedoman dalam rangka
pelaksanaan suieltu kegiatan  yang -'mcmuat gambaran keselurahan
pekerjaan mulai perencanaan, pelaksanaan dan  pengawasan
chiatan/Pckcrja;n, KAK sekurang-kurangnya menjelaskan:

1. Uraian kcgiatz?:m;

2. Meliputi latarf belakang, maksud dan tujuan, lokasi kegiatan, sumber

pendanaan, s@:rta jumlah tenaga yang diperlukan.

A



O

3. Waktu yang diperlukan;
Waktu yang‘-_ diperlukan dan ditentukan dalam melaksanakan dan
menyelesaika;'x kegiatan / pekerjaan tersebut mulai dari pengumuman,
rencana peng:eldaan sampai dengan penyerahan barang / jasa.

4. Spesifikasi teknis barang/jasa;

5. Spesifikasi teimis barang/jasa yang ditetapkan dan direncanakan serta
diperlukan da;lam pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan.

6. Besarnya totarl perkiraan biaya;
pekerjaan tetl'masuk kewajiban pajak yang harus dibebankan pada
kegiatan tersebut

Mengumumkan rencana umum pengadaan di masing-masing SKPD secara

terbuka kepada masyarakat luas dalam website dan papan pengumuman

resmi untuk mas;rarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

Setelah rencanaf kerja dan anggaran SKPD disetujui DPRD sebelum

pengumuman pefaksanaan pengadaan barang/jasa oleh ULP. Pengumuman

tersebut paling k{lrang berisi:

1. Nama dan alal%nat Pengguna Anggaran;

2. Paket pekerjaa{n yang akan dilaksanakan;

3. Lokasi pekerjafan; dan

4, Perkiraan besa;ran biaya,

F. PENETAPAN HARC:A PERKIRAAN SENDIRI

1.

PPK menyusun' dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara;

. ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS

yang ditetapkan oleh PPK;

3. Nilai total HPS beysnfat terbuka dan tidak rahasia;

. HPS disusun palijng lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas

akhir pemasukan‘_ penawaran;

HPS digunakan séebagai :

1) Alat untuk ménilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;

2) Dasar untukimenetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk
Pengadaan Ba:}rang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan

Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran; dan

1
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3) Dasar untuké menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi
penawaran y;ang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh
perscratus) nilai total HPS.

6. HPS bukan scbaéai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara.

7. Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang
diperoleh bcrdasajrkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan,
dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

a) Informasi biaﬁra satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan
Pusat Statistik (BPS);

b) Informasi bia;}a satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi
terkait dan su}11bcr data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

¢) Daftar biagra/ tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh
pabrikan/ distiributor tunggal;

d) Biaya Kontrz;k sebelumnya atau - yang sedang berjalan dchgan
mcmpcrtimba;'ngkan faktor perubahan biaya;

e) Inflasi tahun gscbclumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah
Bank lndoncsia;

f) Hasil pcrbanéiingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan
dengan 1nstan31 lain maupun pihak lain;

g) Perkiraan pcrhltungan biaya yang dilakukan oleh konsultan percncana
( engineer's es‘ttmate),

h) Norma indcks; dan/atau

i) Informasi lainiyang dapat dipertanggungjawabkan. _

8. HPS disusun dcringan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead
yang dianggap waiiar. ‘

5
G. JAMINAN-JAMINANT YANG DIGUNAKAN DALAM PENGADAAN BARANG /

JASA ,

1. Penyedia Baraﬁg/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna
Barang/Jasa un!tuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan
dalam Dokumen lt’engadaan /Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

2. Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

a) Jaminan Pcnaiwaran;

M
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2).

3).
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Jaminan TPenawaran diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksii /Jasa Lainnya pada saat memasukkan penawaran, yang
besaruya jantara 1% (satu perse:"atus) hingga 3% (tiga perseratus)
dari total i{PS, Jaminan penawaran ditujukan kepada Pokja ULP,
Jaminan sPenawaran dikembalikan kepada Penyedia Barang/
Pekerjaaanonstruksi /Jasa Lainnya setelah PPK menerlma Jaminan
Pelaksana}:m untuk penandatanganan Kontrak.

Jaminan éPenawaran tidak diperlukan dalam hal Pengadaan
Barang/Péketjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dengan
Pemmjukén Langsung, Pengadaan Langsung atau

Kontes/ Sa;yembara.

Jaminan Pelaksanaan;
i

1)

2)

3)

4)

S)

Jaminan _Pelaksanaan diberikan’ oleh Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstrukéi/Jasa lainnya untuk Kontrak bemilai diatas
Rp 200.060.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Jaminan i:’elaksanaan diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan

sebelum faenandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstmkéi/dasa Lainnya.

Besaran n_'ilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:

(a) Untul:t nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan pﬁluh
persei‘atus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai
total -:HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima
perse;'atusj dari nilai Kontrak; atau

(b) Untuk:nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh
perse;'atus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan
Pelakéanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.

Jaminan :Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai sgrah

terima Bajrang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan

Konstruksji.

Jaminan l%’elaksanaan dikembalikan setelah:

(a) Penyérahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi; atau

(b) Penye:;'ahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perserafus)
dari g nilai Kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya.

!
!
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¢) Jaminan Uannguka; )

1). Jaminan I.‘Jang Muka diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa terhadap
pembayarén Uang Muka yang diterimanya.

2). Besaruya EJarninan Uang Muka adalah senilai Uang Muka yang
diteriman);a.

3). Penyedia J:asa Konsultansi dapat diberikan Uang Muka.

4). Pengernbaiian Uang Muka diperhitungkan secara proporsional pada
setiap tahépan pembayaran.

d) Jaminan Pcmciiharaan;

1). Jaminan Pemeliharaan wajib diberikan oleh Penyedia Pekerjaan
Konstruksi /Jasa Lainnya setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan
selesai 106% (seratus perseratus) .’

2). Jaminan iPemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai
Kontrak hérus diberikan kepada PPK untuk menjamin pemeliharaan
Peketjaaanonstruksi/Jasa Lainnya yang telah diserahkan.

3). Jaminan f’emeliharaan dikembalikan setelah 14 {empat belas) hari
kerja setclTah masa pemeliharaan selesai.

4). Penyedia f’ekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat memilih untuk
memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi.

5). Jaminan ;Jemeliharaan atau retensi sebagaimana dimaksud pada
angka 4);' besarnya 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak
Pengadaatfl Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

¢) Jaminan Sang'gahan Banding.

Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1 % (satu per seratus)

dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima

puluh juta ru]:;iah).

3. Jaminan atas Perlgadaan Barang/Jasa harus dapat dicairkan tanpa syarat
{unconditional} sclj::csar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 {empat
belas) hari ket:jé, setelah surat peruyataan wanprestasi dari PPK/ULP
diterima oleh Penef:rbit Jaminan;

4. ULP/Pejabat Penéadaan atau PPK melakukan klarifikasi tertulis terhadap
keabsahan Jaminian yang diterima;

5. Jaminan dari B;emk Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan

+
Asuransi dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan,;
5
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. Perusahaan Penja:minan adalah Perusahaan Penjaminan yang memiliki izin

dari Menteri Keuahgan;

. Perusahaan Asuransi penerbit Jaminan adalah Perusahaan Asuransi
3

Umum yang r!"lemiliki izin untuk menjual produk jaminan

{suretyship) sebag:aimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

. Terhadap pengadéan jasa konsultansi tidak diperlukan jaminan penawaran,

jaminan pelaksaﬁaan dan jaminan pemeliharaan. Terhadap pengadaan
barang tidak diperlukan jaminan pemeliharaan namun harus memberikan

sertifikat garansi;i

t
. Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga
] .

jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

10. Sertifikat Garansi tglitcrbitkan oleh Produsen atau pihak yang ditunjuk secara

sah oleh Produsen.
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: BAB IV
PEMILIHAN PENYEDIA BARANG / JASA

A. PERSIAPAN Fj’ELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG /
JASA: !
Sebelum mclaitsanakan pemilihan penyedia barang/jasa, Pengguna
anggaran (PA) menyiapkan perangkat administrasi kegiatan,
berdasarkan ﬁrogram dan pembiayaan yang direncanakan antara
lain meliputi :!
1. Survey Lapajmgan

Dalam mt%laksanakan survey lapangan. untuk menyusun

dokumen peircncanaan kegiatan, maka Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna };lnggaran dan Pejabat Pembuat  Komitmen, untuk

mcmpcrhati:kan :

a) Survey l;apangan oleh SKPD Teknis untuk kebutuhan SKPD
Teknis laélin, maka petugas survey terdiri dari SKPD teknis
yang bésangkutan bersama petugas dari SKPD teknis
pelaksar;_a survey lapangan,

b) Survey Lapangan oleh Jasa Konsultan Perencana untuk
pekerj aa?n sederhana, maka petugas survey terdiri dari f
1). Pctug:as dari SKPD teknis yang bersangkutan.

2). Pctug;as dari SKPD teknis pelaksana verifikasi teknis.

3). Pctug;as dari Konsultan Perencana;

Pclaksaflaan survey lapangaﬁ menjadi tanggung jawab
penyediagl jasa konsultansi;

c) Survey La;pangan oleh SKPD Teknis atau Jasa Konsultan
Pcrcncaria untuk pekerjaan tidak sederhana dan strategis serta
menjadifiperhatian masyarakat, maka petugas survey terdiri
dari : :.

1). Pctugéls dari SKPD teknis yang bersangkutan.

2). Pctugéls dari SKPD teknis pelaksana verifikasi teknis.
3). Pctugéls dari BAPPEDA.

4). Pctugéls dari Bagian Administrasi Pembangunan;

5). Petugas dari DPPKA; '

6). Pctugés dari Konsultan Perencana;

Gy
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2. Verifikasi dokumen perencanaan

Sebagai buk:ti legalitas maka dokumen karya perencanaan wajib
mcndapatkafn verifikasi dari SKPD Teknis yang membidangi,
sedangkan fpclaksanaan verifikasi diatur sebagai berikut:

a) Dokumcr; Perencanaan oleh SKPD Teknis untuk kebutuhan
SKPD yailg bersangkutan, maka dokumen perencanaan wajib
mcndapaitkan pengesahan dari Kepala SKPD teknis
bersangk'utan.

h) Dokumcr; Perencanaan oleh SKPD Teknis untuk kebutuhan
SKPD Teknis lain, maka dokumen perencanaan wajib
mendapa;tkan pengesahan dari Kepala SKPD teknis
pelaksanjan perencanaan dan Kepala SKPD yang bersangkutan.

c) Dokumen Perencanaan oleh Jasa Konsultan Perencana, maka
dokumcr; perencanaan wajib mendapatkan verifikasi dari
Kepala $KPD teknis yang berhubungan dengan ruang lingkup
pekerjaa:n dan Kepala SKPD yang bersangkutan serta

Penangg{mg Jawab Penyedia Jasa Konsultansi;

. Harga Standar

Untuk mcr{dapatkan harga yang wajar sesuai dengan kondisi di
lapangan ?maka berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan
Tentang étandart Harga Barang/jasa Kabupaten Pacitan
,Pengelola ;kcgiatan melaksanakan survey harga di lokasi
pekerjaan sebagai dasar perhitun'gan Harga Perkiraan Sendiri

1
]

(HPS). |

i

1

B. PENETAPAN ﬂIETODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG [/ JASA

1. Untuk pelaksanaan pemilihan penyedia Barang/Jasa yang melalui

Unit Layan;'m Pengadaan (ULP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
menyampaikan Permohonan Pelelangan kepada Unit Layanan
Pengadaan% melalui Sekretariat Unit Layanan Pengadaan
Pt:rm:rintahE Kabupaten Pacitan (Bagian Administrasi
Pcmbangurilan) dengan melampirkan :

a). DPA Keéiatan;
b). SK Pcm‘mjukan Pejabat Pembuat Komitmen;
c). Kcrangk‘a Acuan kegiatan (KAK);

d). Data kcgiatan dan paket pekerjaan;

+



e). Spesiﬁkaf;.si Teknis per paket pekérjaan;

f). Daftar Ku;antitas per paket pekerjaan;

g). Gambar ﬁmer paket pekerjaan;

h). Harga Pei-kiraan Sendiri (HPS);

i). Sofcopy ( Spesmkasi Teknis, RAB format exel, Gambar);

j). Cetak Rericana Umum Pengadaan (RUP);

g). Syarat-sy'arat khusus kontrak;

h). Rmcaném Kontrak;

g). Syarat t:_eknis personil dan peralatan (jika diperlukan);

ULP/ Pejaba{c Pengadaan menyusun dan menetapkan metode

pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

. Pemilihan P;:nyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan:

a). Pclclange!m Umum

b). Pelelange!}n Sederhana

c). Penunjukan Langsung

d). Pengadaém Langsung

¢). Kontes/ éayembara dilakukan khusus untuk pemilihan
Penyediai Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil Industri
Kreatif, ii‘lovatif dan budaya dalam negeri.

. Pemilihan Pjenyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan:

aj. Pelelangém Umum

b). Pclclangém Terbatas

c). Pemiliha;'l Langsung

d). Penunju_ican Langsung

e). Pengadaian Langsung

. Pemilihan jasa Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan

dengan: ';

a). Scleksi.yang terdiri atas Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana

b). Penunfukan Langsung

c). Pengadfaan Langsung

d). Sayeml;\ara.

. Pemilihan %Penyedia Barang/J ase{ dilakukan melalui Metode

Pelelangan %Umum, Pelelangan Sederhana, Pelelangan Terbatas,

Pemilihan éLangsung, Seleksi Umum dan seleksi sederhana

diumumka;'l paling kurang di website : www.pacitankab.go.id dan

atau www.l‘pse.pacitanlg_ab.go.ﬁi_q serta papan pengumuman resmi

| G
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untuk masy?arakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE,

schingga mésyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan

memenuhi léualiﬁkasi dapat mengikutinya.

. Pengadaan !pekerjaan yang tidak kompleks dan bemilai paling

tinggi Rp.206.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan

dengan: E

a) Pelelanga:n Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya
dilakukan melalui proses pascakualifikasi.

b) Pengada%n langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
dilakukali'l melalui proses pascal&ualiﬁkasi.

. Penunjukanf Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/ Jasa

dapat dilakljlkan dalam hal :

a) Kriteria _:keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan
Penunjuljcan Langsung terhadap Penyedia Barang/Jasa
meliputi::

1). Penémganan darurat yang tidak bisa direncanakan
sebjelumnya dan waktu penyelesaian pekeijaannya harus
segtcra/ tidak dapat ditunda.

2). Pekleljaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang
meiéldadak untuk menindaklanjuti komitmen
internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;

3). Keéiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan
oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut
kez{manan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan
olefx Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau

4). Barjang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik
dali hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia
Barsang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu)
pelli'legang hak paten, atau pihak yang telah mendapat
izir;i dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi
perfnenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari
pexherintah.

b) Kriteria%Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa
Lainnya‘;yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan
Penunju:kan Langsung, meliputi:

b n rmea i W dar = s e rmr ey



1).

2).

- 3).

4).

5).

6).

7).

}
Bara:ng/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang
ditct;elpkan pemerintah; '
Pckc:_rjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu
kcsaljtuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung
jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara
kcscfluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan
scbcilumnya (unforeseen condition);
Baraing/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat
kom:plcks yang hanya dapat dilaksanakan dengan
pcngigunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu)
Pcn);cdia yang mampu;
Pckc;rjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan
alatg kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin
kctc_:rscdiaan obat untuk pelaksanaan peningkatan
pcla"yanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya
tclafl ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab
dibidang kesehatan;
Pcnéadaan kendaraan bermotor dengan harga khusué
untlflk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas
kcpélda masyarakat; .
Scwja penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka
dan'fdapat diakses oleh masyarakat; atau
Lan_%utan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang
tcrbiuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata
carajl pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat

dipertanggungjawabkan,

8. Saycmbaraiz digunakan untuk Pengadaan Jasa Lainnya yang

memiliki karakteristik sebagai berikut:

aj, Mcrupafcan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi,

budaya dan metode pelaksanaan tertentu; dan

b). Tidak da;pat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

9, Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang yang memiliki

karakteristik sebagai berikut:

a). Tidak m:cmpunyai harga pasar; dan

b). Tidak dé:lpat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
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10. Seleksi Sec:lerhana dapat dilakukan untuk pengadaan Jasa

Konsultansi yang :

a). Bersifat sederhana; dan

b). Bernilai _;ipaling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah). ;

11. Pengadaan } Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan
Barang/Pel{erjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling
tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan
ketentuan s_!ebagai berikut: '

a). Mempal{an kebutuhan operasional SKPD;

b). Teknoloéi sederhana;

¢). Risiko kécil; dan/atau

d). Dilaksaq;akan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang
perseorafngan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil,
kecuali :untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi
teknis y‘ang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha
Kecll dar_:1 koperasi kecil.

12, Pengadaan;Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa
Konsultans_i yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

a). Merupaléan kebutuhan operasional SKPD; dan/atau .
b).Bernilai ;paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).i

C. PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG / JASA
1, E-Cataloglue

a. Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem
informiasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi
teknisj dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia
Baran!g/ Jasa Pemerintah.

b. E-Pur’chasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa
melall.;i sistemn katalog elektronik.

c. Pelak;sanaan E-Catalogue diatur sebagai berikut :
1. Niiai pengadaan sampai dengan Rp. 200 jt. Dilakukan

ole:h pejabat/panitia pengadaan dari SKPD. :

2. Nilai pengadaan lebih dari Rp. 200 jt. Dilakukan oleh

pokja ULP.

o
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E- Tendef-ing

Adalah t;ta cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang

dilakukan tsecara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia

Barang/Jajsa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara

elektronik Tdengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran

dalam wal;tu yang telah ditentukan, pelaksanaannya diatur

sebagai bejrikut : '

1. Pélaksainaan E-Tendering dilakukan berdasarkan permintaan
oleh SI%PD yang dilaksanakan oleh minimal pejabat PPK.

2. Hasil ;;elaksanaan E-Tenderihg dilaporkan pokja ULP kepada
pemilik kegiatan.

3, Proses Pemilihan barang/Jasa

1,

Penyusun_}m jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia barang /
jasa denéan memberikan alokasi waktu yang cukup untuk
semua tahapan proses pengadaan.
Penyusuni'm Dokumen pengadaan barang / jasa yang terdiri dari
dokumen kualiﬁkasi dan Dokumen Pemilihan.
a). Dokun;en Kualifikasi paling kurang terdiri atas:

1). Petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;

2). Formulir isian kualifikasi;

3). Instjruksi kepada peserta kualifikasi;

4). Lembar data kualifikasi;

S). Pakta Integritas; dan

6). Tata cara evaluasi kualifikasi.
b). Dokumen Pemilihan paling kurang terdiri atas:

1). Undangan /pengumuman kepada calon Penyedia Barang/

Jas;':l; ",

2). Insi::ruksi kepada peserta Pengadaan Barang/Jasa;

3). Syairat—syarat umum Kontrak;

4). Sya{rat-syarat khusus Kontrak;

5). DaI:tar kuantitas dan harga;

6). Spésiﬁkasi teknis, KAK dan/atau gambar;

7). Beriltuk surat penawaran;

8). Raﬁcangan Kontrak;

9). Beﬂtuk Jaminan; dan

10) .Cofntoh—ccntoh formulir yang perlu diisi.

N -
:
. ’
i
H
]

ek w e ———



{n

i
:
i
!
}
}

c). PPK menetapkan bagian dari rancangan Dokumen Pengadaan
yang teirdiri atas:
1). Rané:angan SPK; atau
2). Rané:angan surat perjanjian termasuk:
(a). I-_Syarat-syarat umum Kontrak;
(b). iSyarat-syarat khusus Kontrak;
(c). ; Spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
(d). E:Daftar kuantitas dan harga; dan
(e). gDokumen lainnya.
3). Selain itu PPK menetapkan HPS.
Penetapari Metode Penyampaian Dokumen Penawaran :
a). Metodei satu sampul
b). Metode dua sampul
c). Metodeﬁ dua tahap
Penetaparjl Metode Evaluasi penawaran untuk pemilihan
penyedia barang / Pekerjaan konstruksi / jasalainnya :
a). Metodé sistem gugur
b). Metodé sistem nilai
c). Metodé penilaian selama umur ekonomis |
Penetapar; Metode Evaluasi penawaran untuk pemilihan
penyedia jasa konsultansi :
a). Metc:clc%j evaluasi berdasarkan kualitas;
b). Metodé evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya;
c). Metodé evaluasi berdasarkan pagu anggaran,
d). Metodei evaluasi berdasarkan biaya terendah.
Pengumuj;nan Pemilihan Penyedia—'barang / jasa
a). ULP rjnengumumkan pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa
secara luas kepada masyarakat pada saat: |
1). Rer{cana kerja dan anggaran SKPD telah disetujui oleh
DPI?QD; atau
2). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah disahkan.
b). Dalami hal ULP akan melakukan Pelelangan/Seleksi setelah
rencaria kerja dan anggaran SKPD disetujui DPRD tetapi DPA
belum_; disahkan, pengumuman  dilakukan dengan

mencantumkan kondisi DPA belum disahkan.
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c).

d).

a)
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Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secara terbuka
dcnganf mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya
melalui: | |
1). Wct{site : www.pacitankab.go.id;

2). Papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan

3). Portial Pengadaan Nasional melalui LPSE.

Pcngur‘numan atas penetapan Penyedia Barang/Jasa
diumufnkan secara terbuka dengan mengumumkan secara
luas pa{da :

1). Wet;sitc : www.pacitankab.go.id; dan

2). Papfan pengumuman resmi untuk masyarakat.

.Dalamif hal pengumuman untuk Pelelangan Terbatas, ULP

harus :mencantumkan nama calon Penyedia Barang/Jasa

yang dianggap mampu.

. Pendaftaran dan pengambilan dokumen

Pcnyedia Barang/Jasa yang berminat mengikuti pemilihan
: :

- Penyedia  Barang/Jasa, mendaftar untuk mengikuti

b)

d)

f)

Pclclar_igan/ Seleksi/Pemilihan Langsung kepada ULP.
Penyeciia Barang/Jasa yang mengikuti Pengadaan
Barané/Jasa melalui Penunjukan Langsung/Pengadaan
Langsﬁng diundang oleh ULP/Pejabat Pengadaan.

Pcnyeciia Barang/Jasa mengambil DokumenPengadaan dari
ULP/ Picjabat Pengadaan atau mengunduh dari website yang
dlgunakan oleh ULP.

Dalam proses prakuahﬁkam/ pascakualifikasi, ULP/Pejabat
Pengadaan tidak boleh melarang , menghambat dan
mcmb.:atasi keikutsertaan calon Penyedia Barang/Jasa dari
luar Pli-opinsi / Kabupaten.

Pcnyec}ia Barang/Jasa menandatangani surat pernyataan di
atas rfxcterai yang menyatakan bahwa semua informasi yang
disami)aikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar.
SKPD ;dilarang melakukan prakualifikasi masal yang berlaku
untuk Pengadaan dalam kurun waktu tertentu dengan
mcnerbltkan tanda daftar lulus prakualifikasi atau

sejemsnya. ’
!
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8. Pemberian penjelasan

10.

a)

b)

a)

b)

Untuk memperjelas Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, ULP/
chabaf Pengadaan mengadakan pemberian penjelasan dan
bila pcr_’lu dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara
rnclakuikan peninjauan lapangan.
Pcrnbcf-ian penjelasan harus dituangkan dalam Berita Acara
Pcrnbc_;ian Penjelasan Perubahan rancangan Kontrak
dan/ at;u spesifikasi teknis dan/atau gambar dan/atau nilai
total i{PS, harus mendapat persetujuan PPK sebelum
dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan.
Dalam :hal PPK tidak menyetujui usulan perubahan, maka :
1). UI;,P menyampaikan keberatan PPK kepada PA/KPA
ur;tuk diputuskan; ,
2). Jxka PA/KPA sependapat dengan PPK, tidak dilakukan
pcrubahan atau
3). Jika PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA
rn:ernutuskan perubahan dan bersifat final, serta
rn?arncrintahkan ULP untuk membuat dan mengesahkan

Adcndurn Dokumen Pengadaan.

. Pemasukan Dokumen Penawaran.
3

Penyedia Barang/Jasa memasukkan Dokumen Penawaran
dalamf;.jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana
ditctal:;kan dalam Dokumen Pemilihan,

Dokumen Penawaran yang d'isarnpaikan melampaui batas
akhir ;pcrnasukan penawaran tidak dapat diterima oleh
ULP/ P’jcjabat Pengadaan.

Penycaia Barang/Jasa dapat mengubah, menambah
dan /a:!tau mengganti Dokumen Penawaran sebelum batas

akhir pemasukan penawaran.

Evaluasi Penawaran

a)

b)

Dalarr; melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat
Pcngadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang
d1tctapkan dalam Dokumen Pcngadaan

Dalam evaluasi penawaran, ‘ULP/Pejabat Pengadaan dan

Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan post

bidding.
ey
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11, Penetaparf dan Pengumuman Pemenang

12,

a)

b)

ULP/ Péjabat Pengadaan ienetapkan hasil pemilihan
Penyediia Barang/Jasa. _
ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihan
Penyedjia Barang/Jasa setelah ditetapkan melalui website dan

papan pengumuman resmi,

Sanggahaiq dan sanggah banding.

a)

b)

d)

f)

Peserte; pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa
dirugil%an, baik secara sendiri maupun bersama-sama
dengaril peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara
tertulis!. Surat sanggahan disampaikan kepada ULP dan
ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan Inspektorat paling
lamba'é 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
ULP izvajib memberikan jawaban tertulis atas semua
sanggeixhan paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk lelang
umumf dan 3 ( tiga) hari untuk lelang sederhana, setelah
surat é:anggahan diterima.

Penyec‘_iia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban
sangga;han dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding
kepada Bupati paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
diterirhanya jawaban sanggahan.

Penyeéiia Barang/Jasa yang mengajukan sanggahan banding
wajib ;imenyerahkan Jaminan Sanggahan Banding sebesar
1% (s:atu perseratus) dari nilai total HPS yang berlaku 15
(lima t;elas) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding.
Sanggiahan Banding menghentikan proses
Pelelax;lgan / Seleksi.

Bupat} memberikan jawaban atas semua sanggahan banding
kepadfa penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas)
hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima. Bupati
dapat'fmenugaskan Sekretaris Daerah menugaskan Pengguna
Anggairan (PA) untuk menjawab sanggahan banding, kecuali
pejabe!xt tersebut merangkap éebagai PPK atau Kepala ULP
untulé paket kegiatan yang disanggah.
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13.

h)

i

Dalam%hal sanggahan banding dinyatakan benar, Bupati
memerintahkan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi
ulang a;tau Pengadaan Barang/Jasa.

Dalami hal sanggahan banding dinyatakan salah, Bupati
memerlintahkan agar ULP melanjutkan proses Pengadaan
Barané /Jasa ulang.

Dalam%hal sanggahan banding dinyatakan benar, Jaminan
Sangga_ihan Banding dikembalikan kepada penyanggah.
Dalam# hal sanggahan banding dinyatakan salah, Jaminan
Sangga;han Banding dlSlta dan disetorkan ke Kkas
Negara/Daerah

Pemilihan Gagal.

ULP menfatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :

a)

Jumlaﬁ peserta yang lulus kualifikasi pada proses
prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada

pelelarlgan terbatas;

b) Jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran

<)

d)

€)

f)

g)

h)

i

untuk'Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruks/Jasa Lainnya
kuran ]g dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada pelelangan terbatas;
Sanggr;ihan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi temyata
benar;; ,
Tidak %da penawaran yang lulus evaluasi penawaran;

Dalarnj evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi
persaihgan tidak sehat;

Hargafpenawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga
Satuai}l dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan
lebih t'inggi dari HPS;

Seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump
Sum dlatas HPS;

Sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar; atau
Calon  pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2,
setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam
ldanﬁka51 dan/atau pembuktian kualifikasi

Pada Smetode dua tahap seluruh penawaran harga yang

masufc melebihi HPS atau setelah dilakukan negosiasi harga

&,
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seluruf_l peserta tidak sepakat untuk menurunkan harga
sehingga tidak melebihi nilai total HPS;

14. PA/KPA fnenyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung
gagal apabila :

15.

16.

a)

b)

d)

)

g)

h)

PA/KP{;\. sependapat dengan PPK yang tidak bersedia
menan;iatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/
Pemilil;an Langsung tidak sesuai dengan Peraturaﬁ
Perunciang -undangan yang berlaku;

Pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan
ULP dan /atau PPK ternyata behar;

Dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaks?naan Pelelangan /Seleksi/Pemilihan Langsung
dinyatékan benar oleh pihak berwenang;

Sanggéihan dari Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan
prosed:ur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan
Penyeci_ia Barang/Jasa ternyata benar;

Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan
Perunciang-undangan yang berlaku;

Pelaksfanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak
sesuai\l atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan; -
Calonépemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2
mengl.indurkan diri; atau

Pelaksanaan  Pelelangan/Seleksi/Pemilihan  Langsung

melanégar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bupati rinenyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung

gagal apai)ila :

a)
b)

Sanggahan banding dari peserta ternyata benar; atau
Pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan
KPA témyata benar.

Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan

gagal, maka ULP segera melakukan:

a)

Evalujasi ulang;

b) Penya:mpaian ulang Dokumen Penawaran ;

c)

Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang; atau

d) Pcnghentian proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung.

i |
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17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.

S N AP

Dalam :hal Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia
Barang/Jésa yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua) peserta,
proses Peielangan/ Seleksi dilanjutkan.
Dalam ﬁal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang
jumlah P;enycdia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran
hanya 2: (dua) peserta, proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan
Lamgsungf dilanjutkan.
Dalam ha;ll Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/
Jasa yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) peserta,
Pelelanga_h/ Seleksi ulang dilakukan seperti proses Penunjukan
Mngsuné.

Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang
jumlah P;cnycdia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran
hanya 1 (!satu) peserta, Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung
ulang dilaikukan seperti halnya proses Penunjukan Langsung.
Dalam hajl Pelelangan /Seleksi/Pemilihan Langsung ulang gagal,
Kelompok:i Kerja ULP dapat melakukan penunjukan langsung
berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran, dengan tetap
mempcrh?atikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas,
dengan kétentuan ; |
a) hasil ]Sckerjaan tidak dapat ditunda;
b) mcnya{ngkut kepentingan/keselamatan masyarakat; dan
c) tidakg cukup waktu untuk melaksanakan proses

pclclaflgan/sclcksi/pcmilihan langsung dan pelaksanaan
pekerjjaan;

Dalam Ehal pelelangan umum Metode dua tahap gagal
dikarenakan seluruh penawaran biaya yang masuk untuk
kontrak ?Lump Sump diatas Pagu Anggaran, berdasarkan hasil
evaluasi?kclompok kerja ULP dapat melakukan penambahan
nilai toital HPS, perubahan sfesifikasi teknis dan/atau
pcrubahjam ruang lingkup pekerjaan;

Dalam ;hal pelelangan umum metode dua tahap gagal
sebagai%ana dimaksud pada angka 22 (dua puluh dua)
tcrdapatt perubahan nilai total HPS tetapi tidak terdapat

perubah"an spesifikasi teknis dan/atau ruang lingkup
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peker.jaafn, pelelangan umum langsung dilanjutkan dengan

pemasukan harga ulang;

Dalam :hal pelelangan  umum metode dua tahap gagal

sebagairrflana dimaksud pada angka 22 (dua puluh dua)

terdapatz; perubahan nilai total HPS terdapat perubahan

spesifikasi teknis danfatau ruang lingkup pekerjaan,

pelelangz;m dilakukan pelelangan ulang ;

25. Penunjukan Penyedia Barang/Jaéa
PPK mcnerbitkan SPPBJ dcngah ketentuan:

a).

b)

c)
d)

Tidak iada sanggahan dari peserta;

Sanggélhan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak
benar;i atau

Masa éanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.
Dalam hal tidak terdapat sanggahan, SPPBJ harus
ditcrbi:tkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah
pengu}numan penetapan pemenang dan segera disampaikan
kepad;l pemenang yang bersangkutan.

Dalam_E hal terdapat sanggahar{' dan/atau sanggahan banding,
SPPBJI harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja
setclal; semua sanggahan dan/atau sanggahan banding |

dijawa:b, serta segera disampaikan kepada pemenang.
i

i
:
]

D. PENYEDIA BARANG / JASA

1.

Penyedia‘; Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang

]

perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/

Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

Penyedia%Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/

Jasa waj ib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a)

b)

c)

Memejnuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
menjaFIankan kegiatan/usaha;

Memil"iki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan
manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;

Mempferoleh paling kurang 1 (satu) peketjaan sebagai

Penyejdia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun

| )
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d)

h)

1

i

terakhfir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta,

termaéuk pengalaman subkontrak;

Ketentfuan sebagaimana dimaksud pada huruf ¢,

dikecﬁalikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri

kurané dari 3 (tiga) tahun; .

Memiliki sumber daya maqusia, modal, peralatan dan

fasilitais lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/

Jasa;

Dalami hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan

kemitfaan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai

petjaniiian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat

perseritase kemitraan dan perusahaan yang mewakili

kemitf:aan tersebut;

Memilil_ki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai

untuki Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta

kemampuan pada subbidang_ pekeljaan yang sesuai untuk

usaha non-kecil;

Memll’xkx Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil,

kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;

Khusfls untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa

Lainng«'a, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket

(SKP) sebagai berikut:

SKP | = KP-P

KP , nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

1). U:ntuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP)
dltentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan

2). Untuk usaha non kecil, “nilai Kemampuan Paket (KP)
d}tentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua)
N
P;= jumlah paket yang sedang dikerjakan.
Ni- jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat
:_ ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu
5 (lima) tahun terakhir.
’I‘idaki dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan
usaha;nya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang

bertinﬁdak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang

: ]
i
! .

e N ]



@

dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan
surat E pernyataan yang ditandatanganl Penyedia
_ Barané/Jasa;

k) Sebagz};li wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak |(NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan
tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan
PPh P!alsal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal
25/ Paisal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling
kurané 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.

1) Secara; hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri
pada IE(ontrak;

m) Tidak }nasuk dalam Daftar Hitam;

n) Mernil;:lki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan
jasa péngirirnan' dan .

0) Menandatangam Pakta Integntas

. Persyaratan sebagaimana dlmaksud pada angka 2 huruf ¢, huruf

d, huruf f, huruf h dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia

Barang /Ja'sa orang perorangan.

. Pegawai SKPD dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuah

yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan negara.

. Penyedia _Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan

pertentang%m kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/

i
Jasa. |

3
y

. KD sebag:alirnana dimaksud dalam angka 2 huruf h pada

subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil dihitung

dengan kei::entuan sebagai berikut: °

a) Untuk§ Pekerjaan Konstruksi, KD sama dengan 3 NPt
(Nilai li’engalarnan Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun

| terakhijr); dan

b) Untuk Pengadaan Jasa Lainnya, KD sama dengan 5 NPt
(Nilai %’engalarnan Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun
terakhfr).

¢ KD pal:ing kurang sama dengan nilai total HPS dari pekerjaan
yang aican dilelangkan.

d) Dalarnéhal kemitraan, yang diperhitungkan adalah KD dari

perusahaan yang mewakili kemitraan { leadfirm).
v,
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7. Penyedia Jasa Pelaksana pekerjaan konstruksi adalah perusahaan
t

penyedia pekerjaan konstruksi yang bertugas :

a) Melaksanakan pekerjaan fisik konstruksi dalam kuantitas dan
kualitasi'_ sesuai kontrak/surat perjanjian kerja yanlg
ditanda;'anganl bersama dengan PPK yang bekeija mulai
ditctapk:annya Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan serah
terima kedua pekerjaan/ setelah masa pemeliharaan berakhir.

b) Mclaksa{nakan pelaporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi
baik laiaoran harian, mingguan maupun bulanan sebagai
laporan ikcrnajuan pekerjaan kepada PPK,

c) Melaksanakan perbaikan kerusakan yang terjadi di masa
pcmcliharaan pekerjaan konstruksi dengan waktu selama 3
bulan ijtuk pekerjaan semi permanen dan 6 bulan untuk

pckc:jaan permanen

. Penyedia ja;sa konsultansi pelaksana manajemen konstruksi (MK)

secara ko}ltraktual bertugas membantu PPK melaksanakan

pcngcndali;m pada tahap perencanaan, dan pelaksanaan

konstruksi'baik ditingkat program maupun di tingkat operasional,
yang pcnéadaannya melalui proses seleksi umum, seleksi

Scdcrhanafmaupun penunjukan langsung,

a) Apabilaf tidak terdapat penyedia jasa sebagaimana dimaksud,
maka fungsi tersebut dapat dilakukan oleh unsur Instansi
Teknis ‘Itcrkait dengan swakelola.

b) Pcnycdia jasa MK harus digunakan untuk pekerjaan dengan
kritt::i‘iai seperti dibawah ini : ' |
1). Ban;;unan bertingkat diatas 4 lantai; dan/atau
2). Banéunan dengan luas total diatas 5.000 m2; dan/atau
3). Banpiunan dengan klasifikasi khusus; dan/atau
4). Yangi melibatkan lebih dari satu konsultan perencana

maui:un pemborong; dan/atau
S). Yang: dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran
(mulfiyears project);

c) Pcnycdiia jasa MK tidak dapat merangkap sebagai penyedia jasa
pcrcncénaan untuk pekerjaan yang bersangkutan, '
1). chiiatan MK meliputi iacngcndalian waktu, biaya,

pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas) dan tertib

: ’
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administrasi dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap
persiépan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan
1

“konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan.

2). MK lbertugas membantu PPK melaksanakan pengadaan

1
penyedia jasa termasuk menyusun KAK, penyusunan Harga
Perkiraan Sendiri (HPS) memberi saran waktu dan strategi

pengadaan, serta bantuan evaluasi proses pengadaan

3). MK membantu PPK mengendalikan pelaksanaan kegiatan
i

yang meliputi program pengendalian sumber daya,
pengéndalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian
sasalf'an fisik (kualitas dan kuantitas), pengendalian
perui_)ahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi,

f
pengendalian kesehatan dan keselainatan kerja.

4). MK tjnelakukan evaluasi program terhadap penyimpangan

tekni:s dan manajerial yang timbul, koreksi program dan
tindajkan turun tangan, serta melakukan koreksi teknis bila
terjadi penyimpangan, memecahkan persoalan yang terjadi

selama pelaksanaan pekerjaan.

9. Penyedia ja@sa konsultansi pelaksana perencana konstruksi adalah

perusahaaﬁ yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakah

perencanaén teknis/konsultan perencana yang secara kontraktual

bertugas mfembantu PPK melaksanakan pekerjaan perencanaan.

Apabila tidak terdapat penyedia .jasa sebagaimana dimaksud,

maka fungéi tersebut dapat dilakukan oleh unsur Instansi Teknis

terkait denéan swakelola,

a)

b)

Penyeéiia jasa perencanaan berfungsi melaksanakan
pengaidaan dokumen perencanaan, dokumen untuk
pelaks:anaan konstruksi, memberikan penjelasan teknis
pekerjiaan pada saat aanwijzing (penjelasan pekerjaan)
termaguk menyusun Berita Acara Aanwijzing, membantu
paniti; melaksanakan evaluasi lelang khususnya dalam hal-
hal teimis, memberi saran dan masukan terhadap persoalan
perenéanaan yang timbul selama tahap konstruksi.

Penye%lia jasa perencanaan mehyusun dokumen perencanaan
yang tdidahului dengan survey untuk mcngumpulkan data

dan ihformasi lapangan termasuk harga bahan sampai di

@
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lokas1 tempat pelaksanaan peker_]aan, membuat gambar-

gambar perencanaan secara’ lengkap, Rencana Anggaran

Blaya, (RAB) pekerjaan konstruksi beserta perhitungan

volumienya secara detail, membuat Rencana Kerja dan

Syaral:i-syarat (RKS) yang hasilnya diserahkan kepada PPK.

Renca:na teknis disusun berdasarkan KAK yang ditetapkan

oleh p;:emilik pekerjaan,

Dokutjnen rencana teknis meliputi :

1). Gaimbar rencana teknis;

2). Re:ncana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);

3). Re:ncana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate(EE);

4). Daiftar Volume Pekerjaan (Bill of Quantity/BQ).

Dokuxrlen hasil perencanaan penyedia jasa konsultansi harus

melakiukan verifikasi untuk mendapatkan pengesahan dari

Dinas? Teknis terkait yang bertanggungjawab terhadap

pembi‘naan teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya melalui

veriﬁk{_asi, sesuai dengan tahapan perencanaan teknis yang
dilaku;kan oleh tenaga ahli verifikator :

1). Pe;kerjaan yang harus mendapatkan pengesahan Dinas
Te:knis adalah  pekerjaan  pembangunan  baru,
perningkatan, pemeliharaan/perbaikan yang merubah
be:ntuk, desain dan fungsinya sehingga perencanaan
dapat dipertanggung jawabkan secara teknis sesuai
de:ngan peraturan yang berlaku,

2). K};usus untuk pekerjaan pemeliharaan/perbaikan yang
safma sekali tidak merubah bentuk, desain dan fungsinya
se%'ta item pekerjaan merupakan sebaran kecil-kecil,
de}ngan nilai pekerjaan konstruksi sampai dengan
Rp 50.000.000,00 (misal pekerjaan pengecatan,
pe:nggantian reng dan genteng) dapat dilakukan tanpa

pengesahan dinas teknis.

f) Konsuléan Perencana bertugas sejak ditetapkannya SPMK

perencanaan sesuai kontrak sampai dengan serah terima
r

pertamé pekerjaan konstruksi.

g) Dalam hal proses pengadaan langsung konsultan perencana

diutam%ﬂ(an dari dalam daerah sebagai wujud dari pembinaan

H
!
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jasa konstruksi di daerah, jika di daerah tempat pelaksanaan
kegiata;i tidak terdapat perusahaan yang memenubhi
persara'ican dan Dbersedia melakukan tugas konsultansi
perenca:naan, maka dapat ditunjuk perusahaan yang
memenuhi persaratan dan bersedia dari daerah lain sesuai
ketentufan. Apabila tidak terdapat penyedia jasa perencanaan
seperti :tersebut diatas, maka fungsi tersebut dapat dilakukan
oleh inétansi teknis terkait setempat yang bertanggungjawab
terhadai:) pembinaan teknis sesuai dengan bidang tugasnya,

dengan biaya maksimal sebesar 60 % x biaya perencanaan.

10.Penyedia jasa konsultansi pelakéanaan pengawasan pekerjaan

konstruksi: adalah penyedia jasa konsultan pengawas yang secara

kontraktuail bertugas membantu PPK mengawasi pelaksanaan

pekerjaan * di lapangan khususnya untuk pekerjaan fisik

konstruksi yang pengadaannya melalui proses seleksi umum,

seleksi terbatas, seleksi langsung maupun penunjukan langsung.
i

Apabila tidak terdapat penyedia jasa sebagaimana dimaksud,

maka fung‘si tersebut dapat dilakukan oleh unsur Instansi Teknis

terkait denigan swakelola.

a)

b)

Penyed:ia jasa pengawasan adalah perusahaan yang memenuhi
persyafatan untuk melaksanakan tugas konsultansi dalam
bidang; jasa pengawasan konstruksi selama pelaksanaan
pekerja!an konstruksi berlangsung sampai dengan paling
lambat:2 (dua) minggu setelah serah terima kedua pekerjaan
oleh peiaksana konstruksi.

Dalam :hal proses penunjukan langsung, konsultan pengawas
diutamjakan dari dalam daerah sebagai wujud dari pembinaan
jasa konstruksi di daerah, jika di daerah tempat pelaksanaan
kegiata_:n tidak terdapat perusahaan yang memenuhi
persaraitan dan bersedia melakukan tugas Kkonsultansi
penga\;fasan, maka dapat .ditunjuk perusahaan yang
memer{uhi persaratan dan ber‘sedia dari daerah lain sesuai
ketenttian. Apabila tidak terdapat penyedia jasa konsultansi
pengauirasan seperti tersebut diatas, maka fungsi tersebut
dapat idilakukan oleh instansi teknis terkait setempat yang

bertanégungiawab terhadap pembinaan teknis sesuai dengan
!
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bidang ;tugasnya, dengan biaya maksimal sebesar 60 % x biaya
pengawfasan.

) Bertugais memeriksa dan mengawasi pemakaian bahan,
peralatém, metode pelaksanaan, ketepatan waktu, biaya,
kualita:é dan kuantitas pekerjaan selama pelaksanaan
konstruksi.

d) Melapm!-kan hasil pengawasan tersebut kepada PPK secara
berkalaj sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, ikut dalam
rapat lapangan, dan membantu memecahkan persoalan yaﬁg
terjadi :ii lapangan. '

11.Penyedia jasa konsultansi secara umum adalah jasa layanan
profesional? yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai
bidang kéilmuan yang mecngutamakan adanya olah pikir

(brainware}. |

12,Penyedia 15arang adalah penyedia benda baik berwujud maupun
tidak berv;rujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagarigkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh

Pengguna Barang yang melaksanakan pengadaan barang dalam

kuantitas élan kualitas sesuai kontrak/surat perjanjian kerja yang

ditandataniganl bersama dengan. PPK yang bekerja mulai
ditetapkanhya Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan serah
terima bar‘iang dan bertanggungjawab sampai berakhirnya masa
garansi. .-

13.Penyedia Jasa Lainnya adalah penyedia jasa yang membutuhkan
kemampuan tertentu yang mcngutamakan Kketerampilan

(skillware) i:dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas

di dunia u;aha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala

pekerjaangdan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi,

pelaksanaén Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

¢

+

E. PENGADAAN :SECARA ELEKTRONIK

1. Pengadaar}' Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara
elektronik.!

2. Pengadaari Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara

e-tendering} atau e-purchasing.

i
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3. Pengadaan? Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan
untuk: 1
a) Meningi{atkan transparansi dan akuntabilitas;

b) Meninglkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;

C) Mempe:i'baiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;

d) Méndul;{ung proses monitoring dan audit; dan

e) Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

4. Ruang liﬁgkup e-tendering meliputi proses pengumuman
Pengadaani Barang/Jasa sampai defigan pengumuman pemenang.

S. Para piha;k yang terlibat dalam e-tendering adalah PPK,
ULP/ Pejab%lt Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa.

6. E-tendering dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan
secara elel{tronik yang diselenggarakan oleh LPSE.

7. Aplikasi ;:e-tendering sekurang-kurangnya memenuhi unsur
perlindung;;m Hak atas Kekayaan Intelektual dan kerahasian
dalam peréukaran dokumen, serta tersedianya sistem keamanan
dan penyir;lpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen
elektronik jtersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah
ditentukan:. [

8. Sistem e-:tendering yang diselenggarakan oleh LPSE wajib
memenuhi_.' persyaratan sebagai berikut:

a) Mengacfu pada standar yang meliputi interoperabilitas dan
integra;i dengan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara
elektroﬁik;

b) Mengaéu pada standar proses pengadaan secara elektronik;

i
dan

c) Tidak tierikat pada lisensi tertentu ( free license}.
F. PELAKSMW PENGADAAN BARANG SISTEM KATALOG
ELEKTRONIK (E-KATALOGUE)
Katalog elektlronik atau E-Katalogue adalah sistem informasi yang
memuat dafttar, jenis, sfesifikasi teknis dan harga barang tertentu
dai berbagai }’enyedia Barang/jasa.
1. Pengguné Anggaran (PA) menetapkan pengadaan barang tertentu

dengan fmethode penunjukan langsung .secara E-Katalog

e e
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berdasarkan sistem informasi yang dikeluarkan oleh Lembaga

Kebuakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP};

Dalam rangka pengelolaan sistemm katalog elektronik LKPP

melaksan?a\kan Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa |

untuk Bai-ang/Jasa tertentu;

. Tata cara{ pelaksanaan Penunjukan Langsung melalui Metode

Penun_]ukan Langsung dilakukan sebagal berikut :

a}. Pengadaan barang dengan mlal HPS < Rp. 200.000.000, 00
(dua:_ ratus juta rupiah} proses penunjukan dilakukan oleh
P¢j al;at pengadaan barang/jasa;

b}. Pengiadaan barang dengan nilai HPS > Rp. 200.000.000,00
(duaératus juta rupiah) proses penunjukan dilaksanakan
oleh :Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pacitan; '

. Hasil pengadaan barang dilaporkan oleh Pejabat/Kelompok Kerja

Pengadaah kepala LKPP melalui sistem SPSE;

etk e e
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TATA CARA SWAKELOLA
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A. KETENTUAN UMUM SWAKELOLA

1. Swakelola :mcrupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana

pckcrjaanr_iya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri

olech SKPD sebagai penanggung jawab anggaran, instansi

pcmcrintaﬁ lain dan/atau kelompok masyarakat.

2. Pekerjaan srang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi :

a)

b)

d)

g)

h)

j)
k)

Pckcrja{an yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
dan/atéu memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya
manusifa serta sesuai dengan tugas pokok SKPD;

Pckc:jaﬁan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan
partisi;;asi langsung masyarakat setempat;

Pckcr_]aan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau
pcmbnayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/
ditcntu:kan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan
oleh Pc;lycdia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian
dan risiko yang besar;

Pcnyclc:nggaraan diklat, kursus, penataran, seminar,
lokakariya atau penyuluhan; -
Pckc:jafan untuk proyek percontohan { pilot project) dan survei
yang bt:_:rsifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode
kerja ?yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia
Barang?Jasa;

Pckctjaian survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan
pcmcrifltah pengujian di laboratorium dan pengembangan
sistem tcrtcntu,

Pckcxjaan yang bersifat rahasia bagi SKPD yang bcrsangkutan,
Pckcrjgan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;
Penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
Pckcrjazlan pengembangan in;iustri pertahanan, industri

alutsista dan industri almatsus dalam negeri.

)
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3. Prosedur Swakelo]a meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
pengawasain, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban
pekerjaan;

4, Pengadaan‘f melalui Swakelola dapat dilakukan oleh:

a) SKPD F:’enanggung Jawab Anggaran;
b) Instanéi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; dan/atau
c) Kelomﬁok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

5. PA/KPA rﬁenetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan

melaksanalkan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola,
B. PENGADAAN ‘SWAKELOLA

1. Pengadaan Swakelola oleh SKPD Penanggung Jawab Anggaran
adalah pe}{eqaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi
sendiri oieh SKPD Penanggung Jawab Anggaran; dengan
mempergu;nakan pegawai sendiri, pegawai SKPD lain dan/atau
dapat metnggunakan tenaga ahli. Jumlah tenaga ahli yang
digunakan; tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus} dari
jumlah keseluruhan pegawai SKPD yang terlibat dalam kegiatan
Swakelola yang bersangkutan.

2. Pengadaan Swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemenntah
lain Pelaksana Swakelola adalah pengadaan yang direncanakan
dan diawe@si oleh SKPD Penanggimg Jawab Anggaran dengan
pelaksanaé._m pekerjaannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah
yang buka‘n Penanggung Jawab Anggaran.

3. Pengadaan! melalui Swakelola oleh Kelompok Masyarakat
Pelaksanaé Swakelola adalah pengadaan yang direncanakan,
dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana
Swakelola::dengan sasaran ditentukan oleh SKPD Penanggung
Jawab Ar}ggaran dan pekerjaan utamanya dilarang untuk
dialihkan li:epada pihak lain (sub kontrak).

C. PERENCANAAN SWAKELOLA [
1. Kegiatan p:erencanaan Swakelola meliputi :
a) Penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan;
b) Penyusiunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan

waktu Srang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan;

(v,
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c) Perencénaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan yang
tepat e{gar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan
pe ralatlc_m yang sesuai;

d) Penyusiunan rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan
secara irinci serta dijabarkan dalam rencana kerja bulanan,
rencana kerja mingguan dan/atau rencana kerja harian; dan

c) Penyus;man rencana total biaya secara rinci dalam rencana
biaya Ebulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak
melam;gaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam
dokumt(:n anggaran, :
2, Perencanaém kegiatan Swakelola dapat dilakukan dengan

memperhitiungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang
dilaksanakian dengan Kontrak/Sewa tersendiri;

3. Kegiatan pgerencanaan Swakelola dimuat dalam KAK;

4. Perencanaefm kegiatan Swakelola yang diusulkan dan
dilaksanakian oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola,
ditetapkan! oleh PPK setelah melalui proses evaluasi; B

S. Penyusunein jadwal kegiatan = Swakelola dilakukan dengan
mengaloka%sikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan,
pengawasefn, penyerahan dan pelaporan pekerjaan;

6. PA/KPA i)ertanggung jawab terhadap penetapan Kelompok
Masyarake;t Pelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan
besaran ariggaran Swalkelola;

7. PA/KPA dr_apat mengusulkan standar biaya untuk honorarium
pelaksana lSwakelola kepada Kepala Daerah;

8. Swakelola idapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran.

D. PELAKSANAAN SWAKELOLA
1, Pengadaari Barang/Jasa melalui Swakelola oleh SKPD selaku

Penanggur;g Jawab Anggaran dilaksanakan dengan ketentuan

sebagai bei‘ikut : E

a) Pengad:aan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/ suku
cadané dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat
Pengadaan;

!
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Pengadé.an sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman
pada kfetentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang
berlakti; |
Pemba}:faran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan
secara ‘lbcrkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan
cara up;ah borongan;
Pemba}:raran gaji tenaga ahli yang diperlukan dilakukan
berdasérkan Kontrak;
Penggu‘fnaan tenaga kerja, bahan dan/atau peralatan dicatat
setiap flari dalam laporan harian;
Pelaksainaan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan
Uang P:ersediaan (UP})/Uang Muka kerja atau istilah lain yang
disama;kan dilakukan oleh Instansi Pemerintah pelaksana
Swakelola;
UP/ Uailg Muka kerja atau istilah lain yang disamakan,
dipertainggungjawabkan secara berkala maksimal secara
bulana:n;
Kemajlian fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap
minggui yang disesuaikan dengan penyerapan dana;
Kemajtian non fisik atau péfangkat lﬁnak dicatat dan
dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan
dana; c;an
Pengavtffasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh
pclaksé.na yang ditunjuk oleh PPK, berdasarkan rencana yang
telah d:itetapkan.

.Pengadaari melalui Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain

pclaksanaf; Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagal
berikut;

a)

b}

i

Pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada
SKPD : Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana
Swakelpla pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.
Pengad;aan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan
tcnagaf ahli yang diperlukan dilakukan oleh ULP/Pejabat
Pengaciaan pada Instansi Pemerintah lain pelaksana
Swakcliola;



d)

f)

g)

h)

b At i e b

Pcngad;aan sebagaimana dimaksud pada huruf b berpedoman
pada k:"étcntuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang
bcrlakL;;

Pemba);raran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan
secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dcngan
cara upiah borongan;

Pcmba)}aran imbalan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan
bcrdasérkan Kontrak;

Pcnggu:naan tenaga Kerja, bahan/barang dan/atau peralatan
dicatat isctiap hari dalam laporan harian;

Kemajtian fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap
minggu‘i yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh
Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola;

Kcmajtian non fisik atau perangkat lunak dicatat dan
dievaluiasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan
dana oljch Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola; dan
Pcnga“j}asan pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan oleh
pihak Srang ditunjuk PPK pac’la SKPD Penanggung Jawab

Anggar;':m, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

. Pengadaarf secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat
1

Pelaksana: Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagéi

berikut: I

a)

b)

d)

Pclaksa;naan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana
Swakcléala dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada
SKPD EPcnanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok
Masyafakat Pelaksana Swakelola;

Pélaksénaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan
kepadz{ Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang
niampti melaksanakan pekerjaan;

Pengaciaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk
rchabil‘itasi, renovasi dan konstruksi sederhana;

Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun
oleh Si(PD Penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya
disera}ikan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;
L)

D
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€) pcngad:aan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku
cadangf dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh
Kclomp;ok Masyarakat Pelaksana  Swakelola dengan
mcmpc;'hatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika
pcngad:aan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-
undméan yang berlaku;

i) Pcnyalﬁran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana
Swakcl?la dilakukan secara bertahap dengan ketentuan
sebagai berikut:

1) 40%f (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana
Swaicclola, apabila Kelompock Masyarakat Pelaksana
Swaicclola telah siap melaksanakan Swakelola;

2) 30%f (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana
Swaicclola, apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga
pulujh perseratus); dan

3) 30%: (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana
Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam
pulL{h perseratus).

g Pcncap;ian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang
dikcluafrkan, dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana
Swakclc}la secara berkala kepada PPK;

h) Pcngaw';asan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Kelompok
Masyariakat Pelaksana Swakelola; dan

i) Pcrtangfgungjawaban pekerjaan/kegiatan Pengadaan
disamp:aikan kepada SKPD pemberi dana Swakelola sesuai

: |

ketentuan perundang-undangan.

E. PELAPORAN: PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SWAKELOLA
1. Pclaksanaéln Swakelola diawasi oleh Penanggung Jawab Anggaran
atau oleh I:{clompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
2. Kcmajuanf pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan
dilaporkari oleh pelaksana lapangan/Pelaksana Swakelola kepada

PPK sccarr;l berkala.

(v,
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. Laporan k::majuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap
bulan secaj}ra berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada
PA/KPA.

. lnspektora:t di daerah melakukan audit terhadap pelaksanaan

1
Swakelola!

+
!
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BAB V1
PELAKSANAAN KONTRAK

o e rh e At

A. JENIS - JENIS KONTRAK

t
Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan {Kontrak) adalah bentuk

perikatan afltara fihak yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan

pekerjaan yeing sebelumnya telah disepakati oleh pemberi pekerjaan

dan pclaksar}a pekerjaan, dilihat dari jenis, sifat, cara pembayaran

dan tahun anggaran kontrak ada beberapa jenis :

1.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

a) Kontraks_berdasarkan cara pembayaran;

b) Kontrak‘_ berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;
c) Kontrakiberdasarkan sumber pendanaan; dan

d) Kontrak’lberdasarkan jenis pekerjaan.

. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan cara pembayaran

terdiri atas:

a) Kontrakt_Lump Sum;

b) Kontraijarga Satuan;

c) Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;
d) Kontrak:Persentase; dan

e) KontrakiTerima Jadi { Turnkey).

. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembebanan

Tahun Anégaran terdiri atas:
a) Kontrak Tahun Tunggal; dan
b) Kontrak iTahun Jamak.

. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan sumber pendanaan

terdiri atas:

a) Kontrakf_Pengadaan Tunggal;

b) Kontrak iPengadaan Bersama; dan

¢) Kontrak :Payung { Framework Contract).

. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa‘berdasarkan jenis pekerjaan

terdiri atasi:

a) Kontrak jPengadaan Pekerjaan Tunggal; dan

b) Kontrak :Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

Kontrak Ll.:lmp Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu
{

+
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{

sebagaimaina ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan

sebagai berlkut

a) Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dlmungkmkan
penyesualan harga;

b) Semua? risikc sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia
Barang:/Jasa;

c) Pembafraran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang
dihasillj{an sesuai dengan isi Kontrak;

d) Sifat pekerjaan berorientasi kepﬁda keluaran {output based);

e) Total hiarga penawaran bersifat mengikat; dan

f) Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah /kurang,.

. Kontrak l-iarga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/

Jasa atas? penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu

yang telah dltetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur
pekeqaan dengan spesifikasi teknis tertentu;

b) Volumei: atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan
pada s:l_aat Kontrak ditandatanganl;

c) Pembairarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama
atas vt}lume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan
oleh Pefnyedia Barang/Jasa; dan

d) Dimunhkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan
hasil péngukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.

Kontrak g:%abungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak

yang merlipakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1

(satu) pekfj:rjaan yang diperjanjikan.

Kontrak iPersentase merupakan Kontrak Pengadaan Jasa

Konsultanjsi/Jasa Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Penyedjia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima imbalan
berdas:arkan persentase dari nil:;i pekerjaan tertentu; dan

b) Pemba‘yarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran
yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak.

Kontrak 'ferima Jadi { Turnkey) merupakan Kontrak Pengadaan

Barang/ Pékerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atas penyelesaian

seluruh pékerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan

sebagai berikut:

)



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

|

a) Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan
selesai ‘_dilaksanakan; dan

b) Pcmba)iraran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama
yang r:ncnunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan
sesuail :dcngan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan

pckcrjaanriya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu)

Tahun Anégaran. [

Kontrak T;?lhun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh

Kepala Daicrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.f

Kontrak Pcingadaan Tunggal merupakan Kontrak yang dibuat oleh

1 (satu) PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa tertentu

untuk mcﬂyclcsaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.

Kontrak Pc:ngadaan Bersama merupakan Kontrak antara beberapa

PPK dcngain 1 {satu) Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan

pekerjaan édalam waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan

masiﬁg—maﬁsing PPK yang menandatangani Kontrak.

Kontrak P&iyung { Framework Contract ) merupakan Kontrak Harga

Satuan an]'tara Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa yang

dapat dirr;anfaatkan oleh SKPD, dengan ketentuan sebagai

berikut:

a) Diadakén untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih
cﬁsicn,% ketersediaan Barang/Jasa terjamin dan sifatnya
dibutuliukan secara berulang dengan volume atau kuantitas
pckcrjafan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak
ditande{tangani; dan

b) Pcmba);arannya dilakukan olch-'sctiap PPK/Satuan Kerja yang
didasal:kan pada hasil penilaian/pengukuran bersama
tcrhad&;p volume fkuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan
oleh Pchycdia Barang/Jasa secara nyata.

Pcmbcban&;n anggaran untuk Kontrak Pengadaan Bersama, diatur

dalam kesepakatan pendanaan bersama,

Kontrak Pcngadaan Pekerjaan Tunggal merupakan Kontrak

Pcngadaanﬁ Barang/Jasa yang hanya terdiri dari 1 {satu) pekerjaan

perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan.
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18, Kontrak I%cngadaan Pekerjaan Terintegrasi merupakan Kontrak

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dengan

1
menggabungkan Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau

pengawasan.

19. Tanda bukti perjanjian terdiri atas:

a)

b)

c)

d)

Bukti pembelian; digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa
yang n:ilainya sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiahj.

Kuitan;si; digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang
nilainy‘:a\ sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

Surat TPcrintah Kerja (SPK); digunakan untuk Pengadaan
Barané/?ekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai
sampai_' dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan ufiltuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan
Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

H
1

Surat ! perjanjian, digunékan untuk Pengadaan
Barang?/Pckcrjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai
diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk
Jasa Ki.)nsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah).

B. PERUBAHAN KONTRAK

1. Dalam hal:terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat

pclaksanaa'}m, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang

ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia

Barang/J aisa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:

a)

b)

c)

d)

Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang
tercant;.lm dalam Kontrak;

Mcnami:ah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;

Mengufnah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan
kebutui}an lapangan; atau |

Mengul;:ah jadwal pelaksanaan.

2. Pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan:

a)

Tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang

tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan

]
H



i
1
i

b) Tersedi:anya anggaran.

. Penyedia éBarang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan

pckerjaan} utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan
subkontrai_c kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama
kepada pCr:iycdia Barang/Jasa spesialis.

Pelanggarah atas ketentuan sebagéimana dimaksud pada ayat 3,
Penyedia iE!arang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang
bentuk da;n besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimaﬁa
diatur dalam Dokumen Kontrak.

. Pcrubahar{ kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat

dilakukan ;scpanjang disepakati kedua belah pihak.

. UANG MUKA DAN PEMBAYARAN PRESTASI KERJA
1.

Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk:

a) Mobilisaiisi alat dan tenaga kerja;

b) Pcmbayiaran uang tanda jacfi kepada pemasok barang/
matcriali dan/atau

c) Pcrsiapah teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan

i
Pengadaan Barang/Jasa.

. Uang Mul}a dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa

dengan keticntuan sebagai berikut;

a) Untuk ;Usaha Kecil paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus)
dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/JaSa; atau

b) Untuk ; usaha non kecil paling tinggi 20% (dua puluh

perscra:tus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

. Besarnya I:Jang Muka untuk Konttak Tahun Jamak adalah nilai

yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu:
a) 20% (dué puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama; atau

b) 15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak.

. Nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi secara

proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

Pembayara{n prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:

a) Pcmbag}aran bulanan;

b) Pcmbag}aran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan
(tcrminj ; atau

c) Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
; .
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6. Pembayarrim prestasi kerja diberikan kepada Penyedia
Barang/Jal\sa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang
Muka danfdenda apabila ada, serta pajak.

7. Permintaafn pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang
menggunaican subKontrak, harus-'dilengkapi'bukti pembayaran
kepada séluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan
(progress) ;Jekerjaannya.

8. Pembayara;n bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi,
dilakukan Tsenilai pekerjaan yang telah terpasang.

9. PPK dapai: menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan .
sebagai u}mg retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan
Konstruksé.

.
D. PEMUTUSAN :_KONTRAK

1. PPK dapat‘_memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:

a) Kebutl.{han barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas
berakh:irnya kontrak maka PPK melakukan penelitian terlebih
dahuluf sebagai berikut ;

1) Berd:asarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak
manfpu menyelesaikan pekerjaan walaupun diberikan
keserfnpatan sampai dengan S0 (lima puluh) hari kalender
sejaki masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk
men)}elesaikan pekerjaan;

2) Seteiah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan
sam};ai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa
beral:chirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia Barang/Jasa
tidalcf dapat menyelesaikan pekerjaan;

b} Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan
kewajib:r'mnya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam
jangka v;vaktu yang telah ditetapkan;

c) Penyedi; Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan
dan/ata;:u pemalsuan dalam proses Pengadaan yang
diputus;kan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

d) Pengadﬁan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN

dan/ata{u pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan

i



[P

e

e

T P Sy



b
!
i
i

¢

Pengad:aan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang

berwenang.

2. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan

Penyedia Eéarang/Jasa:

a) Jamineim Pelaksanaan dicairkan;

b) Sisa U‘ang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa
atau J;minan Uang Muka dicairkan;

¢) Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau

d) Penyed:ia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

i
l

E. SERAH TERIMA PEKERJAAN

1.

Setelah pel}:erjaan selesai 100% (seratus perscratus) sesuai dengan
ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa
mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui

PPK untukT penyerahan pekerjaan;

. PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

untuk meliakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah
diselesaika;n;

Apabila terﬁdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan sebagaimana
dimaksud i'pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk
memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan

sebagaimaha yang disyaratkan dalam Kontrak;

. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerlma penyerahan

pekerjaan fsetelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai
t

dengan ketentuan Kontrak;

. Khusus Pe_kerjaan Konstruksi/Jasa lainnya :

a) Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan
pemeli};araan atas hasil pekerjaan selama masa yang
ditetapl::an dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti
pada sa;at penyerahan pekerjaan;

b) Masa p.emeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen
selama% 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi
perman;en selama 3 (tiga) bulan; dan

¢) Masa pemeliharaan dapat melafnpaui Tahun Anggaran.

<
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. Setelah masa pemeliharaan berakhir, PPK mengembalikan

Jaminan i‘ Pemeliharaanfuang retensi kepada  Penyedia
Barang/J ésa;

. Khusus P;engadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai

kesepakatan para pihak dalain Kontrak;

. Penyedia fBarang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah

Terima Akbir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir {Final
Hand Over);

. Penyedia Barang/Jasa yang tidak menandatangani Berita Acara

Serah Terima Akhir Pekerjaan dimasukkan dalam Daftar Hitam;

L
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i
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN SANKSI

13

!

A. PENGENDALIAN

1. SKPD dilar_;;mg melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam

pelaksanaah Pengadaan Barang/Jasa;

H
2. Pimpinan SKPD wajib melaporkan secara berkala realisasi

Pengadaan ‘_Barang/Jasa kepada Bupati dan LKPP melalui Bagian

Administralsi Pembangunan;

i
!

i
B. PENGAWASAN

1.

Kepala SKPD wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan
Pokja ULPE:/ Pejabat Pengadaan di lingkungan SKPD masing
masing, dan menugaskan aparat pengawasan intern yang
bersangkutian untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan.

. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan

indikasi p'enyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan
Pengadaan? Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran
persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses
pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Pengaduani ditujukan kepada Inspektorat yang bersangkutan
dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung
dengan ma:teri pengaduan dan sesuai dengan kewenangannya
menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan,

. Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh Inspektur

sebagaiman'_a dimaksud pada angka 3, dilaporkan kepada Bupati,
dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan
persetujuarf Bupati, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN
yang akan ﬁierugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada
LKPP dan BPKP Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti
pengaduan ‘setclah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi
adanya kerll;gian negara.

C. SANKSI
1. Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat

dikenakan sanksi adalah:

a) Berusah:a mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain
yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik
langsuné maupun tidak langsung guna memenuhi
keinginahnya yang bertentangan dengan ketentuan dan

i
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b}

d)

prosedur yang telah ditetapkan dalam  Dokumen
Pengadaan/Kontrak, dan/atau  ketentuan  peraturan
perundéng-undangan;

Melakuljcan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain
untuk * mengatur Harga Penawaran diluar prosedur
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga
menguri:-mgi/ menghambat/memperkecil dan/ atau
meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang
lain; |

Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi
persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam
Dokumen Pengadaan;

Mcngunldurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak
dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan,;

Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak
secara bertanggung jawab; dan/atau

Bcrdasa_'rkan hasil pemeriksaan  ditemukan adanya
kctidaks:esuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi
dalam négeri.

. Perbuatan Elsebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan

+
sanksi berupa:

a)

Sanksi administratif;

1). Pembéerian sanksi dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat
Pengadaan sesuai dengan ketentuan,;

2). Dalarr:1 hal ULP menemukan indikasi kuat adanya KKN
diantara para peserta, maka ULP menghentikan proses
penga:daan barang/jasa.

b} Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;

c)

1). Pemberian sanksi dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat
Penga?daan sesuai dengan ketentuan;

2). Jika i)cserta terlibat dalam dalam terjadinya persaingan
tidak ?sehat, dikenakan sanksi dimasukkan dalam daftar
hitami_ dan dibatalkan penuhjukannya sebagai pemenang
pemilihan pengadaan barang / jasa.

Gugatanisecara perdata dilakukan sesuai dengan peraturan

perundax}g-undangan;

d} Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang dilakukan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
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e} Jika cal%m pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 setelah
dilakuka:ln evaluasi, tidak hadir dalam Kklarifikasi dan/atau
veriﬁkaéi kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima,
maka ULP memberikan sanksi kepada peserta yang tidak hadir
berupa :

1}. Jaminan penawaran di sita dan dicairkan untuk negara;
2). Dimasukkan dalam daftar hitam baik badan usaha beserta
peng{lrusnya;

f} Apabila ;ditunjuk sebagai pelaksana penyedia barang / jasa
yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa
penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat
diterimai secara obyektif oleh ULP, maka jaminan
penawar:annya dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah;

atau !

g} Apabila %ditunjuk sebagai pelaksana penyedia barang / jaSa
yang i)ersangkutan mengundurkan diri dan masé
penawar?annya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat
diterima’ secara obyektif oleh ULP, maka jaminan
penawarhnnya dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah serta
dimasukkan dalam daftar hitam.

. Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang

disampaikan  Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi
pembatalan’ sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam
Daftar Hitam;

. Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses

Pengadaan Barang/Jasa, maka ULP:
a) Dikenakan sanksi administrasi;
b} Dituntut ganti rugi; dan/atau

¢} Dilapork;'m secara pidana.

. Penyedia Bgrang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan

dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak,
dapat dikeilakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu
perseribu} dan harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap
hari keterlémbatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan
Pelaksanaafl;

. Dalam hali pemﬁtusan Kontrak dilakukan karena kesalahan

Penyedia Bairang/ Jasa :

a} Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
I



b) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa
atau Jamman Uang Muka dicairkan;

c) Penyed;_a Barang/Jasa membayar denda; dan/atau
d) Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

7. Konsultan iperencana yang tidak cermat dan mengakibatkan
kerugian negara, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun
kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang
bersangkutan dan/atau tuntutan ganti rugi;

8. PPK yang:melakukan cidera janji terhadap ketentuan yang
termuat dalam Kontrak, dapat dimintakan ganti rugi dengan
ketentuan s_ebagal berikut:

a) Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan
pembay;elran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang
terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang
berlaku{:pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia;
atau f

b) Dapat d:lberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Kontrak.

9. Dalam hal (terjadi kecurangan dalam pengumuman Pengadaan,
sanksi diberikan kepada anggota ULP/Pejabat Pengadaan sesuai
peraturan ﬁemndang-undangan.

SKPD dapét membuat Daftar Hitam yang memuat identitas

Penyedia Bairang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh SKPD.

10.Daftar Hitam memuat daftar Penyedia Barang/Jasa yang dilarang
mengikuti ; Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD yang
bersangkutan. -

11.8KPD menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan
dalam Daftair Hitam Nasional.

.. 12.Daftar Hitafn Nasional dimutakhirkan setiap saat dan dimuat
- dalam Porta_ll Pengadaan Nasional.
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f BAB VIII
PELAPORAN DAN PENGELOLAAN ASET

A. PELAPORAN !
Sebagai pcrtar%lggunawaban terhadap pelaksanaan anggaran yang
dikelola SKPIS dan untuk memberikan informasi tentang kinerja
pengelolaan d%ma belanja daerah, maka instansi pengelola kegiatan
harus mclapc&rkan realisasi fisik dan keuangan kegiatan yang
menjadi tanggiunawabnya. Tata cara pelaporan kegiatan adalah

sebagai berikut :
i
1. Pengguna :Anggaran menyampaikan laporan perkembangan

pcnggunaarfl anggaran dengan mengacu pada DPA-SKPD tahun

berjalan képada Bupati Pacitan melalui Bagian Administrasi

Pcmbangur{an Setda Kabupaten Pacitan.

Laporan tc;scbut meliputi :

a) Lr:q:c:»ran:+ hasil pemilihan penyedia barang / jasa sesuai
tahaparf pelaksanaannya

b) Lapc:»raril dua mingguan pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi
1) Unt&k laporan Minggu ke Il dilaporkan paling lambat hari

Scniél Minggu ke III bulan berjalan.
2) Untt%k laporan Minggu ke IV dilaporkan paling lambat hari
Senin Minggu ke 1 bulan berikutnya.

) Laporan‘{ bulanan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan
anggara;_l SKPD dilaporkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh)
bulan bé;rikutnya.

d) Lapc:'rarlE semesteran capaian kinerja dan realisasi pelaksanaan
anggarafll SKPD yang bersumber dari APBD.

2. Untuk lapoi'_'an bulanan dan semesteran tembusan disampaikan
kepada : -
a) Badan P}crcncanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman

Modal;

b) Dinas Pcpdapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
c) lnspcktoi}at;

d) Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Pacitan.

H +

y

i

*

3 .
4

]

4



-

L J

3.

1
1

i

Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pacitan
sclanjutn‘ya melakukan analisa dan evaluasi terhadap laporan
yang dikjrim oleh Dinas/Instansi untuk disampaikan kepada

Bupati Pzicitan.

B. PENGELOLAAN ASET

1.

Apabila sjuatu kegiatan seluruhnya atau sebagian telah selesai,
maka Pexilgguna Anggaran berkcwajiban mengclola setiap hasil
kegiatan 1 berupa barang inventaris yang merupakan hasil
pengadaz{n barang yang berasal dari Pos Belanja Modal (tidak
tcrmasuk: barang habis pakai) yang dibiayai dari APBD Kabupateh
Pacitan dﬁngan mengajukan surat permohonan pengelolaan aset
kepada B:upati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Asct: dengan Berita Acara Penyerahan dengan tembusan
disampailtcan kepada Bagian Administrasi Pembangunan Setda
Kabupatc!n Pacitan dan Inspektorat.

Setiap atkhir tahun anggaran DPPKA membuat laporan
rckapitulz;si aset yang dimiliki Daerah dan disampaikan kepada
Bupati deingan tembusan disampaikan kepada Inspektorat, SKPD

dan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pacitan.
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